MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di
bidang tata kelola penanaman modal, serta untuk
meningkatkan kinerja organisasi, perlu dibentuk jabatan
fungsional penata kelola penanaman modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



Menetapkan

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil
negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara
di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil



10.

11.

12.

13.

14.

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan
tata kelola penanaman modal.

Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang
selanjutnya disebut Penata Kelola Penanaman Modal
adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman
modal.

Tata Kelola Penanaman Modal adalah kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi di bidang penanaman modal.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh Penata Kelola Penanaman Modal
dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kelola
Penanaman Modal sebagai salah satu syarat kenaikan
pangkat dan/atau jabatan.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka
Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat
dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim
Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat
yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit
dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja
dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai
capaian kinerja Penata Kelola Penanaman Modal dalam
bentuk Angka Kredit Penata Kelola Penanaman Modal.
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Standar
Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam
melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal.

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Uji
Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial
kultural dari Penata Kelola Penanaman Modal dalam
melaksanakan tugas dalam jabatan disesuaikan dengan
Standar Kompetensi.
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Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus
dicapai oleh Penata Kelola Penanaman Modal sebagai
prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal.

Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang
harus dicapai minimal oleh Penata Kelola Penanaman
Modal sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Penata Kelola Penanaman Modal, baik
perorangan atau kelompok di bidang Tata Kelola
Penanaman Modal.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Instansi
Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

Penata Kelola Penanaman Modal berkedudukan sebagai
pelaksana teknis fungsional di bidang Tata Kelola
Penanaman Modal pada Instansi Pemerintah.

Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi
madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.

Kedudukan Penata Kelola Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit
kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Pasal 3
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
termasuk dalam klasifikasi/rumpun imigrasi, pajak, dan
asisten profesional yang berkaitan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama;

b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
c. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya; dan
d. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama.

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6
Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
adalah melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 7

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal yang dapat dinilai Angka Kreditnya,
terdiri atas:
a. perencanaan penanaman modal,;
b. pelaksanaan penanaman modal; dan
c. pemantauan dan evaluasi penanaman modal.

(2) Subunsur dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:



a. perencanaan penanaman modal:

1.

2.

5.

pengkajian dan pengusulan teknis tata kelola di

bidang penanaman modal;

pengembangan peluang, potensi, dan strategi

penanaman modal di daerah  dengan

memberdayakan badan usaha;

pemetaan peluang, potensi, dan strategi di

bidang penanaman modal;

pengembangan sektor usaha penanaman modal

melalui pembinaan penanaman modal:

a) peningkatan kemitraan;

b) peningkatan daya saing;

c) penciptaan persaingan usaha yang sehat;
dan

d) penyebarluasan informasi di bidang
penanaman modal; dan

pengembangan sistem di bidang penanaman

modal;

b. pelaksanaan penanaman modal:

1.
2.
3.

4.
5.

promosi penanaman modal;

kerja sama penanaman modal;

pengelolaan penanam modal dalam negeri yang
menjalankan kegiatan penanaman modalnya di
luar wilayah Indonesia;

pelayanan terpadu satu pintu; dan

pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman
modal; dan

c. pemantauan dan evaluasi penanaman modal:

1.

2.

pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
dan

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
penanaman modal.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

(1) Uraian kegiatan tugas Penata Kelola Penanaman Modal
sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam
butir kegiatan sebagai berikut:

a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama,

meliputi:

1. mengidentifikasi data dan bahan penyusunan
tata kelola di bidang penanaman modal;

2. mengidentifikasi data dan bahan penyusunan
rancangan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang penanaman modal,

3. mengidentifikasi data dan informasi yang
menghambat pengembangan peluang, potensi,
dan strategi di bidang penanaman modal;

4. mengidentifikasi data dan informasi pemetaan
peluang, potensi, dan strategi di bidang
penanaman modal;

5. mengidentifikasi data dan informasi penciptaan

persaingan usaha yang sehat di bidang
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20.

21.

22.

23.

penanaman modal,

menginventarisasi materi diseminasi informasi
bidang penanaman modal;

menyusun konten dan desain materi promosi di
bidang penanaman modal;

menyusun kebutuhan layanan dan distribusi
informasi media promosi di bidang penanaman
modal;

mengidentifikasi kebutuhan  permasalahan
perundingan kerja sama di bidang penanaman
modal pada forum internasional;

menganalisis manfaat dan risiko pelaksanaan
kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di
bidang penanaman modal;

mengidentifikasi dan menginventarisasi
kebutuhan pemangku kepentingan peserta
diseminasi informasi di bidang penanaman
modal;

mengidentifikasi latar belakang dan justifikasi
naskah penjelasan perjanjian kerja sama
internasional di bidang penanaman modal;
melakukan  sosialisasi  penilaian  kinerja
pelaksanaan berusaha;

melakukan verifikasi dan validasi data kinerja
pelaksanaan berusaha dengan kunjungan
lapangan secara acak;

melakukan verifikasi dan validasi data kinerja
pelaksanaan berusaha pemerintah daerah dan
kementerian/lembaga melalui sistem teknologi
informasi dan komunikasi;

menyiapkan penganugerahan penghargaan
terhadap pemenang penilaian kinerja
pelaksanaan berusaha;

mengidentifikasi kepentingan nasional di
bidang kerja sama penanaman modal;
mengidentifikasi data dan informasi mengenai
peraturan perundang-undangan di negara
tujuan penanaman modal;

mengidentifikasi kebutuhan peningkatan
kualitas pelayanan;

mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi
potensi penanaman modal dalam pelaksanaan
fasilitasi penanaman modal kepada penanam
modal dan penyelesaian permasalahan strategis
proyek yang dihadapi penanam modal;
menyusun surat rekomendasi pengenaan

sanksi administratif hasil temuan
ketidaksesuaian nomor induk berusaha;
mengidentifikasi kesesuaian ketentuan

pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
menyusun surat rekomendasi pengenaan
sanksi administratif hasil temuan
ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan
persyaratan perizinan berusaha;
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menginventarisasi ketentuan teknis
pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
menginventarisasi data pelaku usaha yang
wajib menyampaikan laporan kegiatan
penanaman modal,

menyusun konsep surat pemberitahuan
kewajiban penyampaian laporan kegiatan
penanaman modal kepada pelaku usaha;
menyusun notulensi kegiatan pengawalan
percepatan realisasi proyek terkendala;
menginventarisasi data proyek prioritas, proyek
bermasalah, padat modal, padat karya, tingkat
komponen dalam negeri, dan ketentuan teknis
terkait permasalahan;

mengidentifikasi permasalahan dan
penyusunan profil pelaku usaha yang dikawal;
mengidentifikasi faktor yang menghambat
pelaksanaan penanaman modal;
menginventarisasi rencana dan  realisasi
penanaman modal,

menganalisis data realisasi penanaman modal;
melakukan kompilasi dan penyajian data
kantor perwakilan perusahaan perdagangan
asing, kantor perwakilan perusahaan
perdagangan asing, badan usaha jasa
konstruksi asing, dan laporan realisasi impor
yang telah disetujui;

menginventarisasi data realisasi penanaman
modal dan daftar permasalahan yang dihadapi
pelaku usaha di lokasi proyek;

menyusun notula pelaksanaan  kegiatan
konsolidasi data realisasi penanaman modal
dengan instansi terkait;

menginventarisasi data pelaku usaha yang
akan dilakukan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal;

menginventarisasi data pelaku usaha yang
akan dilakukan pengawasan perizinan
berusaha berbasis risiko;

menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar
pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban
serta pelaku wusaha yang telah dikenakan
peringatan;

menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar
pelaku usaha yang telah diberikan peringatan
ketiga;

menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar
pelaku usaha yang telah diberikan peringatan
pertama dan terakhir;

menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar
pelaku usaha yang telah diberikan penghentian
sementara kegiatan usaha, putusan
pengadilan, atau usulan kementerian/
lembaga/daerah dalam rangka pencabutan
perizinan berusaha;



42.

43.

44.

menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar
pelaku wusaha dalam rangka pembatalan
perizinan berusaha;

menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar
pelaku usaha dalam rangka pengenaan denda
administratif; dan

menyiapkan materi kerangka acuan kerja di
bidang penanaman modal;

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda,
meliputi:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

menganalisis data dan bahan penyusunan tata
kelola di bidang penanaman modal;
menganalisis data dan bahan penyusunan
rancangan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang penanaman modal;
melakukan verifikasi data dan informasi
pemetaan peluang, potensi, dan strategi di
bidang penanaman modal;

mengolah data dan informasi pemetaan
peluang, potensi, dan strategi di bidang
penanaman modal,

mengidentifikasi data dan informasi pelaku
usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil,
dan menengah yang Dberpotensi untuk
dimitrakan;

mengidentifikasi data dan informasi
peningkatan daya saing di bidang penanaman
modal;

melakukan verifikasi data dan informasi
penciptaan persaingan usaha yang sehat di
bidang penanaman modal;

mengolah data dan informasi penciptaan
persaingan usaha yang sehat di bidang
penanaman modal;

menyusun materi diseminasi informasi bidang
penanaman modal;

mengidentifikasi proyek, calon penanam modal
potensial, dan pemangku kepentingan yang
menjadi target pelaksanaan penjajakan minat
terhadap proyek penanaman modal yang siap
ditawarkan;

mengidentifikasi kebutuhan dalam kegiatan
penjajakan minat terhadap proyek penamanan
modal yang siap ditawarkan;

mengolah data dan informasi yang digunakan
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
penjajakan minat terhadap proyek penanaman
modal yang siap ditawarkan;

menganalisis bentuk, materi, dan sarana
promosi di bidang penanaman modal;
menganalisis saluran layanan informasi dan
distribusi media promosi di bidang penanaman
modal;

menginventarisasi laporan pengembangan dan
kegiatan promosi di bidang penanaman modal
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30.

31.

32.

33.
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kantor perwakilan luar negeri;

menyusun dokumen = administrasi yang
diperlukan kantor perwakilan luar negeri dari
kantor pusat;

menganalisis kepentingan nasional untuk
pelaksanaan kerja sama penanaman modal
pada forum internasional,

menganalisis permasalahan posisi runding
penanaman modal,

menganalisis peluang dan tantangan
kepentingan nasional di bidang penanaman
modal pada forum kerja sama internasional;
mengolah dan memilah bahan  untuk
pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian
atau kesepakatan kerja sama penanaman
modal pada forum internasional dan kerja sama
dunia dengan usaha internasional,;

mengolah dan memilah bahan untuk bahan
posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas
posisi dalam forum kerja sama internasional di
bidang penanaman modal;

menganalisis manfaat dan risiko pelaksanaan
kerja sama penanaman modal pada forum kerja
sama internasional,

melakukan persiapan pertemuan atau
perundingan pada forum  kerja sama
internasional di bidang penanaman modal;
melakukan layanan konsultasi permasalahan
isu perundingan kerja sama penanaman modal
pada forum internasional,

melakukan asistensi pelaksanaan perundingan
kerja sama penanaman modal pada forum
internasional;

menganalisis kepentingan nasional untuk
pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
menyiapkan dan menyusun draf nota
kesepahaman terkait kerja sama di bidang
penanaman modal;

merumuskan butir substansi perjanjian di
bidang penanaman modal yang perlu diketahui
oleh seluruh pemangku kepentingan,;
merumuskan isu pokok dan strategis yang
terkait dengan kesepakatan perjanjian
internasional di bidang penanaman modal;
merumuskan tanggapan pelaksanaan
diseminasi informasi di bidang penanaman
modal dari para pemangku kepentingan;
menganalisis manfaat dan resiko perjanjian
pada naskah penjelasan perjanjian kerja sama
internasional di bidang penanaman modal;
melakukan bimbingan teknis pengisian survei
penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
melakukan asistensi terkait penilaian kinerja
pelaksanaan berusaha;
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51.
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melakukan seleksi dan penyaringan untuk
penentuan nomine;

melakukan tabulasi perhitungan nilai dari
paparan nomine;

melakukan observasi lapangan penilaian
kinerja pelaksanaan berusaha ke pemerintah
daerah dan kementerian/lembaga;

melakukan pendampingan kunjungan dalam
rangka capacity building bagi pemenang
penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
menyusun profil penanam modal Indonesia
yang menjalankan kegiatan penanaman modal
di luar negeri;

melakukan analisis pengembangan penanam
modal Indonesia yang menjalankan kegiatan
penanaman modal di luar negeri;

melakukan  korespondensi dalam rangka
pertemuan advokasi penyelesaian
permasalahan penanam modal Indonesia
dengan seluruh pemangku kepentingan di luar
negeri;

melakukan korespondensi dengan seluruh
pemangku kepentingan di luar negeri untuk
bertukar informasi terkait keberadaan
penanaman modal Indonesia di wilayah
kerjanya;

melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan
informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh
pelaku usaha;

melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan
informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh
aparatur Instansi Pemerintah;

menyusun daftar inventarisasi masalah di
bidang penanaman modal;

melakukan analisis data teknis fasilitas
kepabeanan penanaman modal;

menyusun rancangan naskah keputusan
pemberian fasilitas kepabeanan penanaman
modal;

melakukan analisis data pemenuhan
persyaratan fasilitas penanaman modal sektor
primer, sekunder, dan tersier;

melakukan pemeriksaan kelengkapan
permohonan pencabutan likuidasi dan
nonlikuidasi;

melakukan verifikasi dan evaluasi atas
permohonan pencabutan likuidasi dan
nonlikuidasi dan penyusunan konsep surat
keputusan;

melakukan verifikasi dan evaluasi atas
permohonan penutupan kantor perwakilan
perusahaan perdagangan asing dan konsep
surat keputusan;

melakukan pemeriksaan kelengkapan
permohonan penutupan kantor perwakilan
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perusahaan perdagangan asing;

melakukan pemeriksaan kelengkapan
permohonan penutupan kantor perwakilan
perusahaan asing;

melakukan verifikasi dan evaluasi atas
permohonan penutupan kantor perwakilan
perusahaan asing dan  konsep  surat
keputusannya,;

mengolah data dan informasi yang digunakan
untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi
penanaman modal kepada penanam modal dan
penyelesaian permasalahan strategis proyek
yang dihadapi penanam modal,
mengidentifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan
fasilitasi penanaman modal kepada Instansi
Pemerintah dan  pemangku kepentingan
lainnya;

mengidentifikasi kesesuaian ketentuan
persyaratan penanaman modal;

menyusun surat teguran kesatu sampai dengan
ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan
nomor induk berusaha;

menyusun surat teguran kesatu sampai dengan
ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan
pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
menyusun usulan rekomendasi peningkatan
layanan;

menyusun risalah penyelesaian permasalahan
penanaman modal;

melakukan penelaahan permasalahan pelaku
usaha yang dikawal dengan instansi terkait;
menginventarisasi faktor yang menghambat
pelaksanaan penanaman modal;

melakukan verifikasi, evaluasi dan kompilasi
data potensi penanaman modal;

melakukan inventarisasi data potensi realisasi
penanaman modal, dana dekonsentrasi, kondisi
geografis, dan indeks fiskal daerah perprovinsi;
melakukan penyampaian informasi ketentuan
teknis kewajiban  penyampaian  laporan
kegiatan penanaman modal pada pelaku usaha
melalui berbagai media komunikasi;

melakukan kompilasi dan penyajian data
laporan kegiatan penanaman modal yang telah
disetujui;

melakukan penyusunan konsep surat
penyampaian informasi capaian realisasi
penanaman modal pertriwulan kepada
Presiden, Wakil Presiden, kepala daerah, atau
pimpinan instansi;

melakukan kompilasi bahan press release data
realisasi penanaman modal,

menyampaikan informasi ketentuan teknis
kewajiban penyampaian kantor perwakilan
perusahaan asing, kantor perwakilan
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perusahaan perdagangan asing, badan usaha
jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi
impor pada pelaku usaha melalui berbagai
media komunikasi;

melakukan verifikasi dan/atau validasi data
kantor perwakilan perusahaan asing, kantor
perwakilan perusahaan perdagangan asing,
badan usaha jasa konstruksi asing, laporan
realisasi impor, dan laporan lainnya untuk
persetujuan  atau  pengembalian  kantor
perwakilan perusahaan asing, kantor
perwakilan perusahaan perdagangan asing,
badan usaha jasa konstruksi asing, dan
laporan realisasi impor;

menyusun bahan konsolidasi data realisasi
penanaman modal perdaerah;

melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban
pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal;

melakukan inspeksi ke lokasi proyek dalam
rangka  pengawasan  perizinan  berusaha
berbasis risiko;

melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban
pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan
fasilitas;

menyusun konsep surat peringatan kesatu,
kedua, ketiga, atau pertama dan terakhir;
menyusun konsep surat penghentian
sementara  kegiatan usaha atas dasar
peringatan ketiga;

menyusun konsep surat penghentian
sementara  kegiatan usaha atas dasar
peringatan pertama dan terakhir;

menyusun konsep surat pencabutan
penghentian sementara kegiatan usaha atas
dasar peringatan ketiga;

menyusun konsep surat pencabutan
penghentian sementara kegiatan usaha atas
dasar peringatan pertama dan terakhir;
melakukan reviu dan menyusun konsep surat
pencabutan atau  pembatalan  perizinan
berusaha;

menganalisis materi kerangka acuan kerja di
bidang penanaman modal;

menyusun kerangka acuan kerja di bidang
penanaman modal; dan

mengidentifikasi pengembangan sistem di
bidang penanaman modal;

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya,
meliputi:

1.

2.

menyusun usulan rekomendasi penyusunan
tata kelola di bidang penanaman modal;
merumuskan usulan rekomendasi penyusunan
tata kelola di bidang penanaman modal;
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melakukan verifikasi hasil analisis dan bahan
penyusunan rancangan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penanaman
modal;

menyusun rancangan norma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang penanaman modal;
menganalisis data dan informasi
pengembangan peluang, potensi, dan strategi di
bidang penanaman modal;

menganalisis data dan informasi pemetaan
peluang, potensi, dan strategi di bidang
penanaman modal,

melakukan pemetaan peluang, potensi, dan
strategi di bidang penanaman modal;
menganalisis data dan informasi pelaku usaha
besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
menyusun data dan informasi pelaku usaha
besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
menganalisis data dan informasi peningkatan
daya saing di bidang penanaman modal;
menganalisis data dan informasi penciptaan
persaingan usaha yang sehat di bidang
penanaman modal;

melaksanakan diseminasi informasi di bidang
penanaman modal,

melakukan simulasi dan asistensi terkait
materi diseminasi di bidang penanaman modal,
melaksanakan penjajakan minat terhadap
proyek  penanaman modal yang = siap
ditawarkan;

menyusun rekomendasi materi, layanan, dan
distribusi informasi media promosi di bidang
penanaman modal;

menganalisis target pengembangan kantor
perwakilan luar negeri;

menganalisis target kegiatan dan laporan
kegiatan promosi di bidang penanaman modal
kantor perwakilan luar negeri;

merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan
kerja sama penanaman modal pada forum
internasional;

merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan
kerja sama penanaman modal;

merumuskan kertas posisi Indonesia terkait isu
penanaman modal pada forum kerja sama;
merumuskan usulan substansi kerja sama
penanaman modal;

menganalisis pengkajian pelaksanaan dan
evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja
sama penanaman modal pada  forum
internasional dan kerja sama dengan dunia
usaha internasional,
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menganalisis penyusunan bahan posisi delegasi
Republik Indonesia dan kertas posisi dalam
forum kerja sama internasional di bidang
penanaman modal,

melaksanakan penugasan untuk berpartisipasi
aktif dalam pertemuan atau perundingan pada
forum kerja sama internasional di bidang
penanaman modal,

merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil
kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang
penanaman modal pada forum internasional,
melakukan advokasi kerja sama internasional
di bidang penanaman modal;

menganalisis kebutuhan kerja sama dalam
bentuk nota kesepahaman bidang penanaman
modal;

mengharmonisasikan kepentingan pemangku
kepentingan ke dalam substansi kerja sama
dalam bentuk nota kesepahaman di bidang
penanaman modal,

mengidentifikasi manfaat dan risiko
pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota
kesepahaman di bidang penanaman modal;
merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil
kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam
bentuk nota  kesepahaman di  bidang
penanaman modal,

mereviu dan menyusun draf final nota
kesepahaman terkait kerja sama di bidang
penanaman modal;

menganalisis bahan  kegiatan diseminasi
informasi di bidang penanaman modal;
menyusun paparan dan naskah kajian
diseminasi informasi di bidang penanaman
modal;

merumuskan butir substansi naskah
penjelasan perjanjian kerja sama bidang
penanaman modal;

merumuskan draf naskah penjelasan perjanjian
kerja sama di bidang penanaman modal;
melaksanakan fasilitasi dan memberikan
rekomendasi terhadap kinerja pelaksanaan
berusaha pada pemerintah daerah dan
kementerian/lembaga;

merumuskan rekomendasi terkait
pengembangan penanam modal ndonesia yang
menjalankan kegiatan penanaman modal di
luar negeri;

menyusun laporan data dan informasi
peraturan perundang-undangan di negara
tujuan penanaman modal;

merumuskan rencana pengembangan
penanaman modal yang dilakukan oleh
penanam modal Indonesia di negara mitra;
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merumuskan basis data proyek penanaman
modal potensial di negara mitra;

merumuskan kertas panduan penanaman
modal di negara mitra,;

melakukan layanan konsultasi dan advokasi
bagi penanam modal Indonesia yang
melakukan penanaman modal di luar negeri;
menyusun survei kepuasan = masyarakat
terhadap pelayanan penanaman modal,
menginspeksi atau meninjau lapangan fasilitas
kepabeanan penanaman modal;

menyusun rancangan naskah keputusan
pemberian fasilitas penanaman modal sektor
primer, sekunder, dan tersier;

melakukan evaluasi dan penyusunan konsep
surat permintaan kelengkapan berkas
permohonan pencabutan likuidasi dan
nonlikuidasi;

melakukan evaluasi dan penyusunan konsep
surat permintaan kelengkapan berkas
permohonan penutupan kantor perwakilan
perusahaan perdagangan asing;

melakukan evaluasi dan penyusunan konsep
surat permintaan kelengkapan berkas
permohonan penutupan kantor perwakilan
perusahaan asing;

melaksanakan fasilitasi penanaman modal
kepada penanam modal dan penyelesaian
permasalahan strategis proyek yang dihadapi
penanam modal;

mengolah data dan informasi yang digunakan
untuk mendukung fasilitasi penanaman modal
kepada Instansi Pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya;

melakukan fasilitasi penanaman modal kepada
Instansi Pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya;

melakukan penyusunan bahan pembahasan
penyelesaian permasalahan penanaman modal;
merancang fasilitasi penyelesaian
permasalahan penanaman modal;

melakukan asistensi dan pembimbingan para
pihak untuk mencapai kesepakatan
penyelesaian masalah penanaman modal;
melakukan inspeksi ke lokasi proyek
penanaman modal yang dikawal;

menganalisis faktor yang menghambat
pelaksanaan penanaman modal;

melakukan klasifikasi dan finalisasi data
rencana dan realisasi penanaman modal;
melakukan verifikasi dan/atau validasi data
laporan kegiatan penanaman modal untuk
persetujuan atau  pengembalian laporan
kegiatan penanaman modal;
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melakukan penyusunan narasi dan/atau
presentasi pimpinan instansi di bidang
penanaman modal,

menyiapkan pelaksanaan press release capaian
realisasi penanaman modal pertriwulan;
menyiapkan pelaksanaan konsolidasi data
realisasi penanaman modal,

melakukan reviu dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman
modal dengan instansi terkait;

melakukan reviu dan evaluasi hasil
pengawasan pelaksanaan penanaman modal di
lapangan;

melakukan  inspeksi ke lokasi  proyek
pengawasan fasilitas penanaman modal;
melakukan reviu dan evaluasi hasil
pengawasan fasilitas di lapangan;

menganalisis atas temuan dari Instansi
Pemerintah terhadap pelaku usaha yang diduga
melakukan penyimpangan atau
ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melakukan inspeksi atas pemenuhan kewajiban
oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi
penghentian sementara kegiatan usaha atas
dasar peringatan ketiga;

melakukan inspeksi atas pemenuhan kewajiban
oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi
penghentian sementara kegiatan usaha atas
dasar peringatan pertama dan terakhir;
melakukan inspeksi atas usulan pencabutan
perizinan berusaha yang diajukan dari Instansi
Pemerintah;

menganalisis pengenaan denda sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam penyusunan konsep surat pengenaan
denda administratif;

merumuskan pendapat Instansi Pemerintah
mengenai penanaman modal yang disampaikan
dalam forum tingkat nasional;

merumuskan pendapat Instansi Pemerintah
mengenai penanaman modal yang disampaikan
dalam forum tingkat internasional;
mempersiapkan rancangan pengembangan
sistem di bidang penanaman modal;

melakukan pengembangan sistem di bidang
penanaman modal;

melakukan integrasi data dan/atau sistem di
bidang penanaman modal; dan

melakukan pemutakhiran informasi dan/atau
data pada sistem di bidang penanaman modal;
dan

d. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama, meliputi:
1. merumuskan strategi pengembangan peluang dan
potensi bidang penanaman modal;
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merumuskan pola kemitraan antara pelaku usaha
besar dengan pelaku wusaha mikro, kecil, dan
menengah;

merumuskan strategi peningkatan daya saing di
bidang penanaman modal;

merumuskan strategi penciptaan persaingan usaha
yang sehat di bidang penanaman modal;
merumuskan strategi promosi penanaman modal
pada kantor perwakilan luar negeri;

merumuskan pelaksanaan kerja sama penanaman
modal pada forum kerja sama dan mitra kerja sama
mengkaji kepentingan pemangku kepentingan ke
dalam posisi runding bidang penanaman modal,
melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan
perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman
modal pada forum internasional dan kerja sama
dengan dunia usaha internasional,;

merumuskan bahan posisi delegasi Republik
Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama
internasional di bidang penanaman modal;
merumuskan konsep perbaikan pelaksanaan kerja
sama bidang penanaman modal pada forum kerja
sama internasional,

merumuskan draf perjanjian atau kesepakatan kerja
sama di bidang penanaman modal pada forum
internasional;

merumuskan draf nota kesepahaman terkait kerja
sama bidang penanaman modal;

merancang strategi  pelaksanaan diseminasi
informasi di bidang penanaman modal;
mengevaluasi  kesesuaian kesepakatan atau
perjanjian di bidang penanaman modal dengan
ketentuan sektoral terkait;

merumuskan indikator penilaian kinerja
pelaksanaan berusaha;

memberikan pelayanan informasi bagi penanam
modal Indonesia yang akan melakukan penanaman
modal di luar negeri;

melakukan advokasi permasalahan yang dihadapi
penanam modal Indonesia yang melakukan
penanaman modal di luar negeri;

merumuskan skema penyelesaian permasalahan
penanam modal Indonesia yang melakukan
penanaman modal di negara mitra kepada
pemerintah negara mitra;

mengevaluasi hasil sinkronisasi dengan Instansi
Pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan
penanaman modal di pelayanan terpadu satu pintu;
merumuskan naskah persetujuan fasilitas
kepabeanan penanaman modal;

merumuskan naskah pemberian persetujuan
fasilitas penanaman modal sektor primer, sekunder,
dan tersier;

merumuskan naskah persetujuan fasilitas
penanaman modal sektor primer dan tersier;



-19-

23. merumuskan naskah persetujuan fasilitas
penanaman modal sektor sekunder;

24. menyusun rekomendasi izin tinggal bagi tenaga
kerja asing;

25. mengevaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal
kepada penanam modal dan = penyelesaian
permasalahan strategis proyek yang dihadapi oleh
penanam modal;

26. mengevaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal
kepada Instansi Pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya;

27. menganalisis  hasil temuan = ketidaksesuaian
ketentuan nomor induk berusaha;

28. menganalisis hasil temuan  ketidaksesuaian
ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan
berusaha;

29. mengkaji kebutuhan peningkatan layanan di bidang
penanaman modal,

30. mengevaluasi hasil sinkronisasi peningkatan
kepuasan layanan penanaman modal dengan
Instansi Pemerintah;

31. mengevaluasi hasil survei kepuasan penanam modal
dan pemangku kepentingan;

32. merumuskan skema penyelesaian permasalahan di
bidang penanaman modal kepada para pihak;

33. mengevaluasi hasil pelaksanaan fasilitasi
penyelesaian permasalahan di bidang penanaman
modal;

34. merumuskan skema penyelesaian permasalahan di
bidang penanaman modal dengan
mempertimbangkan ketentuan yang berlaku;

35. merumuskan skema penanganan faktor

penghambat pelaksanaan penanaman modal;
36. merumuskan perkiraan besaran rencana dan
realisasi penanaman modal; dan
37. mengevaluasi hasil pendataan laporan kegiatan
penanaman modal yang telah disetujui secara
kolektif.
Penata Kelola Penanaman Modal yang melaksanakan
kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan
masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.
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Bagian Keempat
Hasil Kerja

Pasal 9
Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal sesuai dengan jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai
berikut:
a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, meliputi:

1. dokumen identifikasi data dan bahan penyusunan
tata kelola di bidang penanaman modal;

2. dokumen identifikasi data dan bahan penyusunan
rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang penanaman modal;

3. dokumen identifikasi data dan informasi yang
menghambat pengembangan peluang, potensi, dan
strategi di bidang penanaman modal;

4. dokumen identifikasi data dan informasi pemetaan
peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman
modal;

5. dokumen identifikasi data dan informasi penciptaan
persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman
modal;

6. dokumen inventarisasi materi diseminasi informasi
bidang penanaman modal;

7. dokumen konten dan desain materi promosi di
bidang penanaman modal;

8. data kebutuhan layanan dan distribusi informasi
media promosi di bidang penanaman modal;

9. laporan identifikasi kebutuhan permasalahan
perundingan kerja sama di bidang penanaman
modal pada forum internasional;

10. laporan analisis manfaat dan risiko pelaksanaan
kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di
bidang penanaman modal;

11. laporan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan
pemangku kepentingan peserta diseminasi informasi
di bidang penanaman modal;

12. laporan identifikasi latar belakang dan justifikasi
naskah  penjelasan  perjanjian kerja  sama
internasional di bidang penanaman modal;

13. laporan sosialisasi penilaian kinerja pelaksanaan
berusaha;

14. dokumen verifikasi dan validasi data kinerja
pelaksanaan berusaha dengan kunjungan lapangan
secara acak;

15. dokumen verifikasi dan validasi data kinerja
pelaksanaan berusaha pemerintah daerah dan
kementerian/lembaga melalui sistem teknologi
informasi dan komunikasi;

16. laporan penganugerahan penghargaan terhadap
pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;

17. laporan identifikasi kepentingan nasional di bidang
kerja sama penanaman modal;

18. laporan identifikasi data dan informasi mengenai
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peraturan perundang-undangan di negara tujuan
penanaman modal,

dokumen identifikasi kebutuhan peningkatan
kualitas pelayanan,;

laporan identifikasi kebutuhan data dan informasi
potensi penanaman modal dalam pelaksanaan
fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal
dan penyelesaian permasalahan strategis proyek
yang dihadapi penanam modal,

dokumen rekomendasi pengenaan sanksi
administratif hasil temuan ketidaksesuaian nomor
induk berusaha;

laporan identifikasi kesesuaian ketentuan
pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
dokumen rekomendasi pengenaan sanksi

administratif  hasil  temuan ketidaksesuaian
ketentuan pemenuhan  persyaratan perizinan
berusaha;

dokumen inventarisasi ketentuan teknis
pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang
wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman
modal;

konsep surat pemberitahuan kewajiban
penyampaian laporan kegiatan penanaman modal
kepada pelaku usaha;

dokumen notulensi kegiatan pengawalan percepatan
realisasi proyek terkendala;

dokumen inventarisasi data proyek prioritas, proyek
bermasalah, padat modal, padat karya, tingkat
komponen dalam negeri, dan ketentuan teknis
terkait permasalahan;

laporan identifikasi permasalahan dan penyusunan
profil pelaku usaha yang dikawal,

dokumen identifikasi faktor yang menghambat
pelaksanaan penanaman modal;

dokumen inventarisasi rencana dan realisasi
penanaman modal;

laporan analisis data realisasi penanaman modal;
data kompilasi dan penyajian data kantor
perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan
usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi
impor yang telah disetujui;

dokumen inventarisasi data realisasi penanaman
modal dan daftar permasalahan yang dihadapi
pelaku usaha di lokasi proyek;

dokumen notula pelaksanaan kegiatan konsolidasi
data realisasi penanaman modal dengan instansi
terkait;

dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang akan
dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal;

dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang akan
dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis
risiko;
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38. dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku
usaha yang tidak memenuhi kewajiban serta pelaku
usaha yang telah dikenakan peringatan;

39. dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku
usaha yang telah diberikan peringatan ketiga;

40. dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku
usaha yang telah diberikan peringatan pertama dan
terakhir;

41. dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku
usaha yang telah diberikan penghentian sementara
kegiatan usaha, putusan pengadilan, atau usulan
kementerian/lembaga/daerah dalam rangka
pencabutan perizinan berusaha;

42. dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku
usaha dalam rangka pembatalan perizinan
berusaha;

43. dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku
usaha dalam rangka pengenaan denda administratif;
dan

44. dokumen kerangka acuan kerja di bidang
penanaman modal,

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, meliputi:

1. dokumen analisis data dan bahan penyusunan tata
kelola di bidang penanaman modal;

2. dokumen analisis data dan bahan penyusunan
rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang penanaman modal;

3. dokumen verifikasi data dan informasi pemetaan
peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman
modal;

4. dokumen data dan informasi pemetaan peluang,
potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;

5. dokumen identifikasi data dan informasi pelaku
usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah yang berpotensi untuk dimitrakan,;

6. dokumen identifikasi data dan informasi
peningkatan daya saing di bidang penanaman
modal;

7. dokumen verifikasi data dan informasi penciptaan
persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman
modal;

8. dokumen data dan informasi penciptaan persaingan
usaha yang sehat di bidang penanaman modal;

9. dokumen materi diseminasi informasi bidang
penanaman modal;

10. dokumen identifikasi proyek, calon penanam modal
potensial, dan pemangku kepentingan yang menjadi
target pelaksanaan penjajakan minat pasar proyek
penanaman modal yang siap ditawarkan,;

11. dokumen identifikasi kebutuhan dalam kegiatan
penjajakan minat terhadap proyek penanaman
modal yang siap ditawarkan;

12. dokumen data dan informasi yang digunakan untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan penjajakan minat
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terhadap proyek penanaman modal yang siap
ditawarkan;

laporan analisis bentuk, materi dan sarana promosi
di bidang penanaman modal,

laporan analisis saluran layanan informasi dan
distribusi media promosi di bidang penanaman
modal;

laporan inventarisasi laporan pengembangan dan
kegiatan promosi di bidang penanaman modal
kantor perwakilan luar negeri;

dokumen administrasi yang diperlukan kantor
perwakilan luar negeri dari kantor pusat;

laporan analisis kepentingan nasional untuk
pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada
forum internasional;

laporan analisis permasalahan posisi runding
penanaman modal,

laporan analisis peluang dan tantangan kepentingan
nasional di bidang penanaman modal pada forum
kerja sama internasional;

laporan bahan untuk pengkajian pelaksanaan dan
evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama
penanaman modal pada forum internasional dan
kerja sama dengan dunia usaha internasional;

draf bahan untuk bahan posisi delegasi Republik
Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama
internasional di bidang penanaman modal;

laporan analisis manfaat dan risiko pelaksanaan
kerja sama penanaman modal pada forum kerja
sama internasional;

laporan persiapan pertemuan atau perundingan
pada forum kerja sama internasional di bidang
penanaman modal;

laporan layanan konsultasi permasalahan isu
perundingan kerja sama penanaman modal pada
forum internasional;

laporan asistensi pelaksanaan perundingan kerja
sama penanaman modal pada forum internasional;
laporan analisis kepentingan nasional untuk
pelaksanaan kerja sama penanaman modal dalam
bentuk nota kesepahaman;

draf nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang
penanaman modal;

laporan rumusan butir substansi perjanjian di
bidang penanaman modal yang perlu diketahui oleh
seluruh pemangku kepentingan;

laporan rumusan isu pokok dan strategis yang
terkait dengan kesepakatan perjanjian internasional
di bidang penanaman modal;

laporan rumusan tanggapan pelaksanaan
diseminasi informasi di bidang penanaman modal
dari para pemangku kepentingan;

laporan analisis manfaat dan resiko perjanjian pada
naskah  penjelasan  perjanjian kerja  sama
internasional di bidang penanaman modal;
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laporan bimbingan teknis pengisian survei penilaian
kinerja pelaksanaan berusaha;

laporan  asistensi terkait penilaian  kinerja
pelaksanaan berusaha;

dokumen seleksi dan penyaringan untuk penentuan
nomine;

laporan tabulasi perhitungan nilai dari paparan
nomine;

dokumen observasi lapangan penilaian kinerja
pelaksanaan berusaha ke pemerintah daerah dan
kementerian/lembaga;

laporan pendampingan kunjungan dalam rangka
capacity building bagi pemenang penilaian kinerja
pelaksanaan berusaha;

dokumen profil penanam modal Indonesia yang
menjalankan kegiatan penanaman modal di luar
negeri;

laporan analisis pengembangan penanam modal
Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman
modal di luar negeri;

laporan korespondensi dalam rangka pertemuan
advokasi penyelesaian permasalahan penanam
modal Indonesia dengan seluruh pemangku
kepentingan di luar negeri;

laporan korespondensi dengan seluruh pemangku
kepentingan di luar negeri untuk bertukar informasi
terkait keberadaan penanaman modal Indonesia di
wilayah kerjanya;

laporan layanan konsultasi, penjelasan, dan
informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh
pelaku usaha;

laporan layanan konsultasi, penjelasan, dan
informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh
aparatur Instansi Pemerintah;

dokumen daftar inventarisasi masalah di bidang
penanaman modal;

laporan analisis data teknis fasilitas kepabeanan
penanaman modal;

dokumen rancangan naskah keputusan pemberian
fasilitas kepabeanan penanaman modal;

laporan analisis data pemenuhan persyaratan
fasilitas perpajakan penanaman modal sektor
primer, sekunder, dan tersier;

dokumen pemeriksaan kelengkapan permohonan
pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;

dokumen hasil verifikasi dan evaluasi atas
permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi
dan konsep surat keputusan,;

naskah verifikasi dan evaluasi atas permohonan

penutupan kantor perwakilan perusahaan
perdagangan asing dan penyusunan konsep surat
keputusan;

dokumen pemeriksaan kelengkapan permohonan
penutupan kantor perwakilan perusahaan

perdagangan asing;
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dokumen pemeriksaan kelengkapan permohonan
penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
dokumen permohonan penutupan kantor
perwakilan perusahaan asing dan konsep surat
keputusannya,;

dokumen data dan informasi yang digunakan untuk
mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman
modal kepada penanam modal dan penyelesaian
permasalahan strategis proyek yang dihadapi
penanam modal;

dokumen identifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan
fasilitasi penanaman modal kepada Instansi
Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
laporan identifikasi kesesuaian ketentuan
persyaratan penanaman modal;

surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas
temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk
berusaha;

surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas
temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan
persyaratan perizinan berusaha;

dokumen usulan rekomendasi peningkatan layanan;
dokumen risalah penyelesaian permasalahan
penanaman modal;

laporan penelaahan permasalahan pelaku usaha
yang dikawal dengan instansi terkait;

dokumen inventarisasi faktor yang menghambat
pelaksanaan penanaman modal;

dokumen verifikasi, evaluasi dan kompilasi data
potensi penanaman modal,

dokumen inventarisasi data potensi, realisasi
penanaman modal dana dekonsentrasi kondisi
geografis, dan indeks fiskal daerah perprovinsi;
laporan penyampaian informasi ketentuan teknis
kewajiban penyampaian laporan kegiatan
penanaman modal pada pelaku usaha melalui
berbagai media komunikasi;

dokumen kompilasi dan penyajian data laporan
kegiatan penanaman modal yang telah disetujui;
dokumen penyusunan konsep surat penyampaian
informasi capaian realisasi penanaman modal
pertriwulan kepada Presiden, Wakil Presiden, kepala
daerah, atau pimpinan instansi;

dokumen kompilasi bahan press release data
realisasi penanaman modal,

laporan penyampaian informasi ketentuan teknis
kewajiban penyampaian kantor perwakilan
perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan
perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi
asing, dan laporan realisasi impor pada pelaku
usaha melalui berbagai media komunikasi;

dokumen verifikasi dan/ atau validasi data kantor
perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan
perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa
konstruksi asing, laporan realisasi impor dan
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laporan lainnya untuk persetujuan atau
pengembalian kantor perwakilan perusahaan asing,
kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing,
badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan
realisasi impor;

71. dokumen penyusunan bahan konsolidasi data
realisasi penanaman modal perdaerah;

72. dokumen penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku
usaha yang akan  dilakukan = pengawasan
pelaksanaan penanaman modal,;

73. laporan inspeksi ke lokasi proyek dalam rangka
pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;

74. dokumen penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku
usaha yang akan dilakukan pengawasan fasilitas;

75. konsep surat peringatan kesatu, kedua, ketiga atau
pertama dan terakhir;

76. konsep surat penghentian sementara kegiatan
usaha atas dasar peringatan ketiga;

77. konsep surat penghentian sementara kegiatan
usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;

78. konsep surat pencabutan penghentian sementara
kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan
terakhir;

79. konsep surat pencabutan penghentian sementara
kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan
terakhir;

80. dokumen reviu dan konsep surat Pencabutan atau
Pembatalan perizinan berusaha;

81. dokumen analisis materi kerangka acuan kerja di
bidang penanaman modal;

82. dokumen kerangka acuan kerja di bidang
penanaman modal; dan

83. laporan identifikasi pengembangan sistem di bidang
penanaman modal;

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, meliputi:

1. dokumen wusulan rekomendasi penyusunan tata
kelola di bidang penanaman modal;

2. laporan rumusan usulan rekomendasi penyusunan
tata kelola di bidang penanaman modal;

3. dokumen verifikasi hasil analisis dan bahan
penyusunan rancangan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang penanaman modal;

4. dokumen rancangan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang penanaman modal,

5. dokumen analisis data dan informasi pengembangan
peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman
modal;

6. laporan analisis data dan informasi pemetaan
peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman
modal;

7. laporan pemetaan peluang, potensi, dan strategi di
bidang penanaman modal;

8. dokumen analisis data dan informasi perusahaan
besar dan usaha mikro kecil menengah yang potensi
untuk dimitrakan;
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dokumen data dan informasi perusahaan besar dan
usaha mikro kecil menengah yang potensi untuk
dimitrakan;

dokumen analisis data dan informasi peningkatan
daya saing di bidang penanaman modal,

dokumen analisis data dan informasi penciptaan
persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman
modal;

laporan diseminasi informasi di bidang penanaman
modal;

laporan simulasi dan asistensi terkait materi
diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
laporan pelaksanaan penjajakan minat terhadap
proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
dokumen rekomendasi materi, layanan dan
distribusi informasi media promosi di bidang
penanaman modal,

laporan analisis target pengembangan kantor
perwakilan luar negeri;

laporan analisis target kegiatan dan laporan
kegiatan promosi di bidang penanaman modal
kantor perwakilan luar negeri;

dokumen kajian usulan kebijakan pelaksanaan
kerja sama penanaman modal pada forum
internasional;

dokumen kajian usulan kebijakan pelaksanaan
kerja sama penanaman modal;

dokumen kertas posisi Indonesia terkait isu
penanaman modal pada forum kerja sama;

dokumen usulan substansi kerja sama penanaman
modal;

draf kajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian
atau kesepakatan kerja sama penanaman modal
pada forum internasional dan kerja sama dengan
dunia usaha internasional;

draf bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan
kertas posisi dalam forum kerja sama internasional
di bidang penanaman modal;

laporan penugasan untuk berpartisipasi aktif dalam
pertemuan atau perundingan pada forum kerja
sama internasional di bidang penanaman modal,
dokumen masukan kebijakan sebagai hasil kajian
evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang penanaman
modal pada forum internasional;

laporan advokasi kerja sama internasional bidang
penanaman modal;

dokumen kajian analisis kebutuhan kerja sama
dalam  bentuk nota  kesepahaman  bidang
penanaman modal;

dokumen harmonisasi kepentingan pemangku
kepentingan ke dalam substansi kerja sama dalam
bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman
modal;

laporan identifikasi manfaat dan risiko pelaksanaan
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kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di
bidang penanaman modal;

dokumen masukan kebijakan sebagai hasil kajian
evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota
kesepahaman di bidang penanaman modal;

draf final nota kesepahaman terkait kerja sama di
bidang penanaman modal;

draf analisis bahan kegiatan diseminasi informasi di
bidang penanaman modal;

dokumen paparan dan naskah kajian diseminasi
informasi di bidang penanaman modal;

laporan rumusan butir substansi naskah penjelasan
perjanjian kerja sama bidang penanaman modal,
draf naskah penjelasan perjanjian kerja sama di
bidang penanaman modal;

laporan pelaksanaan fasilitasi dan pemberian
rekomendasi terhadap kinerja pelaksanaan
berusaha pada pemerintah daerah dan
kementerian/lembaga;

dokumen rekomendasi terkait pengembangan
penanam modal Indonesia yang menjalankan
kegiatan penanaman modal di luar negeri;

laporan data dan informasi peraturan perundang-
undangan di negara tujuan penanaman modal;
rekomendasi rencana pengembangan penanaman
modal yang dilakukan oleh penanam modal
Indonesia di negara mitra;

laporan basis data proyek penanaman modal
potensial di negara mitra;

dokumen kertas panduan penanaman modal di
negara mitra;

laporan layanan konsultasi dan advokasi bagi
penanam modal Indonesia yang melakukan
penanaman modal di luar negeri;

dokumen survei kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan penanaman modal;

berita acara inspeksi atau tinjauan lapangan
fasilitas kepabeanan penanaman modal;

dokumen rancangan naskah keputusan pemberian
fasilitas perpajakan penanaman modal sektor
primer, sekunder, dan tersier;

dokumen hasil evaluasi dan konsep surat
permintaan  kelengkapan berkas permohonan
pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;

dokumen hasil evaluasi dan konsep surat
permintaan  kelengkapan berkas permohonan
penutupan kantor perwakilan perusahaan
perdagangan asing;

dokumen hasil evaluasi dan konsep surat
permintaan  kelengkapan berkas permohonan
penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
laporan pelaksanaan fasilitasi penanaman modal
kepada penanam modal dan = penyelesaian
permasalahan strategis proyek yang dihadapi
penanam modal;
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dokumen pengolahan data dan informasi yang
digunakan untuk mendukung fasilitasi penanaman
modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya;

dokumen laporan fasilitasi penanaman modal
kepada Instansi Pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya;

dokumen bahan pembahasan penyelesaian
permasalahan penanaman modal;

dokumen rancangan fasilitasi penyelesaian
permasalahan penanaman modal;

laporan asistensi dan pembimbingan para pihak
untuk mencapai kesepakatan penyelesaian masalah
penanaman modal,

dokumen laporan inspeksi ke lokasi proyek
penanaman modal yang dikawal;

dokumen analisis faktor yang menghambat
pelaksanaan penanaman modal;

dokumen laporan klasifikasi dan finalisasi data
rencana dan realisasi penanaman modal;

dokumen verifikasi dan/atau validasi data laporan
kegiatan penanaman modal untuk persetujuan atau
pengembalian laporan kegiatan penanaman modal;
dokumen narasi dan/atau presentasi pimpinan
instansi di bidang penanaman modal;

laporan pelaksanaan press release capaian realisasi
penanaman modal pertriwulan;

dokumen persiapan pelaksanaan konsolidasi data
realisasi penanaman modal;

dokumen reviu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan
instansi terkait;

dokumen reviu dan evaluasi hasil pengawasan
pelaksanaan penanaman modal di lapangan;
dokumen inspeksi ke lokasi proyek pengawasan
fasilitas penanaman modal,

dokumen reviu dan evaluasi hasil pengawasan
fasilitas di lapangan;

dokumen analisis atas temuan dari Instansi
Pemerintah terhadap pelaku usaha yang diduga
penyimpangan atau  ketidaksesuaian dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dokumen inspeksi atas kewajiban oleh pelaku usaha
yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara
kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
laporan inspeksi atas kewajiban oleh pelaku usaha
yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara
kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan
terakhir;

dokumen inspeksi atas usulan pencabutan
perizinan berusaha yang diajukan dari Instansi
Pemerintah;

dokumen analisis pengenaan denda sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
penyusunan konsep surat pengenaan denda
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administratif;

71. laporan pendapat Instansi Pemerintah mengenai
penanaman modal yang disampaikan dalam forum
tingkat nasional,

72. laporan pendapat Instansi Pemerintah mengenai
penanaman modal yang disampaikan dalam forum
tingkat internasional,;

73. laporan rancangan pengembangan sistem di bidang
penanaman modal,

74. laporan pengembangan sistem di bidang penanaman
modal;

75. laporan integrasi data dan/atau sistem di bidang
penanaman modal; dan

76. laporan pemutakhiran informasi dan/atau data
pada sistem di bidang penanaman modal; dan

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama, meliputi:

1. dokumen rumusan strategi pengembangan peluang
dan potensi di bidang penanaman modal;

2. dokumen rumusan pola kemitraan antara pelaku
usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah;

3. dokumen rumusan strategi peningkatan daya saing
di bidang penanaman modal;

4. dokumen rumusan strategi penciptaan persaingan
usaha yang sehat di bidang penanaman modal;

5. dokumen rumusan strategi promosi penanaman
modal pada kantor perwakilan luar negeri;

6. dokumen rumusan pelaksanaan kerja sama
penanaman modal pada forum kerja sama dan mitra
kerja sama;

7. dokumen kajian kepentingan pemangku
kepentingan ke dalam posisi runding bidang
penanaman modal;

8. dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan
perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman
modal pada forum internasional dan kerja sama
dengan dunia usaha internasional;

9. dokumen rumusan bahan posisi delegasi Republik
Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama
internasional di bidang penanaman modal;

10. dokumen rumusan konsep perbaikan pelaksanaan
kerja sama bidang penanaman modal pada forum
kerja sama internasional;

11. dokumen rumusan draf perjanjian atau kesepakatan
kerja sama di bidang penanaman modal di forum
internasional;

12. dokumen rumusan draf nota kesepahaman terkait
kerja sama bidang penanaman modal;

13. dokumen rancangan strategi pelaksanaan
diseminasi di bidang penanaman modal;

14. laporan evaluasi kesesuaian kesepakatan atau
perjanjian di bidang penanaman modal dengan
ketentuan sektoral terkait;

15. dokumen rumusan indikator penilaian kinerja
pelaksanaan berusaha;
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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laporan pelayanan informasi bagi penanam modal
Indonesia yang akan melakukan penanaman modal
di luar negeri;

laporan advokasi permasalahan yang dihadapi
penanam modal Indonesia yang melakukan
penanaman modal di luar negeri;

dokumen rumusan skema penyelesaian
permasalahan penanam modal Indonesia yang
melakukan penanaman modal di negara mitra
kepada pemerintah negara mitra;

laporan evaluasi hasil sinkronisasi dengan Instansi
Pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan
penanaman modal di pelayanan terpadu satu pintu;
dokumen rumusan naskah persetujuan fasilitas
kepabeanan penanaman modal;

dokumen rumusan naskah pemberian persetujuan
fasilitas perpajakan penanaman modal sektor
primer, sekunder, dan tersier;

dokumen rumusan naskah persetujuan fasilitas
penanaman modal perpajakan sektor primer dan
tersier;

dokumen rumusan naskah persetujuan fasilitas
penanaman modal perpajakan sektor sekunder;
dokumen rekomendasi izin tinggal bagi tenaga kerja
asing;

laporan evaluasi kegiatan fasilitasi penanaman
modal kepada penanam modal dan penyelesaian
permasalahan strategis proyek yang dihadapi oleh
penanam modal;

laporan evaluasi kegiatan fasilitasi penanaman
modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya;

dokumen analisis hasil temuan ketidaksesuaian
ketentuan nomor induk berusaha;

dokumen analisis hasil temuan ketidaksesuaian
ketentuan pemenuhan  persyaratan  perizinan
berusaha

dokumen kajian kebutuhan peningkatan layanan di
bidang penanaman modal;

dokumen laporan evaluasi hasil sinkronisasi
peningkatan kepuasan layanan penanaman modal
dengan Instansi Pemerintah;

dokumen evaluasi hasil survei kepuasan penanam
modal dan pemangku kepentingan

dokumen rumusan skema penyelesaian
permasalahan di bidang penanaman modal kepada
para pihak;

laporan evaluasi hasil pelaksanaan fasilitasi
penyelesaian permasalahan di bidang penanaman
modal;

dokumen rumusan skema penyelesaian
permasalahan di bidang penanaman modal dengan
mempertimbangkan ketentuan yang berlaku;
dokumen rumusan skema penanganan faktor
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penghambat pelaksanaan penanaman modal,
36. dokumen rumusan perkiraan besaran, rencana dan
realisasi penanaman modal; dan

37. laporan evaluasi hasil pendataan laporan kegiatan
penanaman modal yang telah disetujui secara
kolektif.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Kelola Penanaman
Modal yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1), Penata Kelola Penanaman Modal yang berada 1 (satu)
tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan.

Pasal 11
(1) Penilaian Angka Kredit Penata Kelola Penanaman Modal
atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
a. Penata Kelola Penanaman Modal yang
melaksanakan tugas Penata Kelola Penanaman
Modal yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang
jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan
80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap
butir kegiatan; dan
b. Penata Kelola Penanaman Modal yang
melaksanakan tugas Penata Kelola Penanaman
Modal yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang
jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan
100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari
setiap butir kegiatan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12
Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yaitu
pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 13
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal dilakukan melalui:
a. pengangkatan pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
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penyesuaian; atau
promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal melalui pengangkatan pertama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat
di bidang ilmu alam, matematika dan statistika,
ekonomi, manajemen, hukum, teknik, sains dan
teknologi, sastra asing, sosial, atau administrasi;
dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan
kebutuhan  Jabatan Fungsional Penata  Kelola
Penanaman Modal dari calon PNS.
Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus
diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal.
PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat
wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal.
Penata Kelola Penanaman Modal yang belum mengikuti
dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang
1 (satu) tingkat di atasnya.
Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan
tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal.

fao o

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal melalui pengangkatan perpindahan
dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Dberstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
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c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah:

1. sarjana atau diploma empat di bidang ilmu
alam, matematika dan statistika, ekonomi,
manajemen, hukum, teknik, sains dan
teknologi, sastra asing, sosial, administrasi,
atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan
dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh
Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama,
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya,;
atau

2. magister dengan kualifikasi pendidikan di
bidang ilmu alam, matematika dan statistika,
ekonomi, manajemen, hukum, teknik, sains
dan teknologi, sastra asing, sosial, administrasi,
atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan
dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh
Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama;

e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan
Standar Kompetensi yang disusun oleh Instansi
Pembina;

f.  memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang Tata Kelola Penanaman Modal paling singkat
2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

h. Dberusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Pertama dan Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Muda;

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Madya;

3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Utama yang telah
menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan

4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Utama bagi PNS yang
telah menduduki Jabatan Fungsional Ahli
Utama lainnya.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola

Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan

kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan
diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang
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dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka
Kredit.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai
dan ditetapkan dari tugas  jabatan dengan
mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang penanaman modal.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Utama dari pejabat fungsional
ahli utama lain melalui perpindahan  harus
mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan
untuk Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal yang akan diduduki dan mendapat persetujuan
dari Menteri.

Bagian Keempat
Penyesuaian

Pasal 16

Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Penata Kelola

Penanaman Modal melalui penyesuaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢ harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

berstatus PNS;

memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;

memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

bidang Tata Kelola Penanaman Modal paling singkat

2 (dua) tahun;

f.  mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan
Standar Kompetensi yang disusun oleh Instansi
Pembina; dan

g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola

Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan

lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan
diduduki.

o po o

Pasal 17

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal melalui penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal melalui penyesuaian diatur dalam peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang investasi/badan yang mempunyai tugas
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melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan di bidang penanaman modal.

Bagian Kelima
Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal melalui promosi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

a.
b.

(2)

(3)

termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan
kepentingan nasional serta diakui oleh lembaga
pemerintah yang terkait dengan bidang inovasinya; dan
memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang akan
diduduki.

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola

Penanaman Modal melalui promosi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan dalam

hal:

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal; atau

b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal 1 (satu) tingkat lebih tinggi.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar
Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi
Pembina;

b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

C memiliki rekam jejak yang baik;

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS; dan

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan

lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional

Penata Kelola Penanaman Modal yang akan diduduki.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal melalui

promosi dinilai dan ditetapkan berdasarkan pelaksanaan

tugas jabatan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola

Penanaman Modal melalui promosi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 20

(1) Setiap PNS yang akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal wajib
dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau
kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman  Modal Dbertujuan untuk  menjamin
objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem
prestasi dan sistem karier.

(2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal dilakukan berdasarkan perencanaan
kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil,
dan manfaat yang dicapai serta perilaku Penata Kelola
Penanaman Modal.

(3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal dilakukan secara objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
meliputi:
a. SKP; dan

b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
SKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

(1) Penata Kelola Penanaman Modal wajib menyusun SKP
setiap awal tahun.

(2) SKP merupakan target kinerja Penata Kelola Penanaman
Modal berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja
yang bersangkutan.

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari
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penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24
Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas
tambahan.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam  bentuk kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan
penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25
Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) digunakan sebagai
dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hasil penilaian SKP Penata Kelola Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai
capaian SKP.

Paragraf 2
Target Angka Kredit

Pasal 26
Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) setiap tahun ditetapkan minimal:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata
Kelola Penanaman Modal Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Utama.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d tidak berlaku bagi Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi
dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Penata Kelola Penanaman Modal
harus memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap
periode.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target
Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan
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koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di
bidang penanaman modal.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27
(1) Penata Kelola Penanaman Modal yang telah memenuhi
syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih
tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada
jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun harus
memenuhi target Angka Kredit minimal:
a. 10 (sepuluh) untuk Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Madya.
(2) Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama yang
menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap

tahun sejak menduduki pangkatnya harus
mengumpulkan minimal 25 (dua puluh lima) Angka
Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b
ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan dinilai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 29

(1) Capaian SKP Penata Kelola Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4)
disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan
penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

(2) Capaian Angka Kredit Penata Kelola Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling
tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target
Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26.

(3) Dalam hal Penata Kelola Penanaman Modal telah
memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka
Kredit Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang
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memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk
ditetapkan dalam PAK.

(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan
setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 30

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Penata Kelola Penanaman Modal mendokumentasikan
Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang
ditetapkan setiap tahunnya.

(2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan
dan bukti fisik Hasil Kerja Penata Kelola Penanaman
Modal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan
penilaian Angka Kredit.

(3) Hasil penilaian dan PAK Penata Kelola Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat
(3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
penilaian kinerja Penata Kelola Penanaman Modal.

Bagian Kedua
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Penata Kelola Penanaman Modal diajukan oleh:

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan pada Instansi Pembina, Instansi Pusat,
dan Instansi Daerah provinsi kepada pimpinan Instansi
Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Utama di lingkungan Instansi
Pembina, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah provinsi;

b. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi tata kelola penanaman modal kepada
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka
Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
di lingkungan Instansi Pembina;

c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi tata
kelola penanaman modal kepada pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka
Kredit bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
dan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama di
lingkungan Instansi Pembina;

d. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membawahi Penata Kelola Penanaman Modal kepada
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Muda, dan Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pusat selain Instansi
Pembina;

e. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang
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membawahi Penata Kelola Penanaman Modal kepada
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Muda, dan Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Pertama di lingkungan Instansi Daerah provinsi; dan
paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membawahi Penata Kelola Penanaman Modal kepada
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Muda, dan Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Pertama di lingkungan Instansi Daerah
kabupaten /kota.

Bagian Ketiga
Pejabat Penetap Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit
yaitu:

a.

pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama di
lingkungan Instansi Pembina, Instansi Pusat, dan
Instansi Daerah provinsi;

pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Madya di lingkungan Instansi
Pembina;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Muda dan Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Pertama di lingkungan Instansi
Pembina;

pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Muda, dan Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pusat selain Instansi
Pembina;

pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Muda, dan Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Pertama di lingkungan Instansi Daerah provinsi; dan
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Madya, Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Muda, dan Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli  Pertama di lingkungan Instansi Daerah
kabupaten/kota.



(1)

(1)

(9)

-40-

Bagian Keempat
Tim Penilai

Pasal 33

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh pejabat penilai;

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;

c. memberikan rekomendasi kenaikan = pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

f.  memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,
pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan,
sanksi, dan mutasi serta keikutsertaan Penata
Kelola Penanaman Modal dalam pelatihan.

Tim Penilai terdiri atas:

a. Tim Penilai pusat yang dibentuk di lingkungan
Instansi Pembina untuk membantu tugas pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a;

b. Tim Penilai instansi yang dibentuk di lingkungan
Instansi Pembina atau Instansi Pusat untuk
membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 huruf b sampai dengan huruf e; dan

c. Tim Penilai daerah yang dibentuk di lingkungan:

1. Instansi Daerah provinsi untuk membantu
tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 huruf f; dan

2. Instansi Daerah  kabupaten/kota  untuk
membantu tugas pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf g.

Pasal 34
Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang
membidangi penanaman modal, unsur kepegawaian, dan
Penata Kelola Penanaman Modal.
Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri atas:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus berjumlah ganjil.
Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dijabat oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi
pratama atau Penata Kelola Penanaman Modal Ahli
Madya.
Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
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berasal dari unsur kepegawaian.

(6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c berasal dari Penata Kelola Penanaman Modal.

(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah
sama dengan pangkat dan/atau jabatan Penata
Kelola Penanaman Modal yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
Angka Kredit Penata Kelola Penanaman Modal; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata
Kelola Penanaman Modal.

(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Penata
Kelola Penanaman Modal, anggota Tim Penilai dapat
diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk
menilai Hasil Kerja Penata Kelola Penanaman Modal.

(9) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai
ditetapkan oleh:

a. pimpinan Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat;

b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan untuk Tim Penilai instansi pada
Instansi Pusat setelah mendapatkan persetujuan
tertulis dari Instansi Pembina; dan

c. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Tim Penilai
daerah pada Instansi Daerah setelah mendapatkan
persetujuan tertulis dari Instansi Pembina.

(10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim
Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh
Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau
Tim Penilai Pusat.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Penilai dan
tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal diatur dalam peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang
penanaman modal.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 36

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila
capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit
Kumulatif yang dipersyaratkan.

(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit
pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal
pada setiap periode.

(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi
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untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal untuk:

a. Penata Kelola Penanaman Modal dengan pendidikan
sarjana atau diploma empat tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Penata Kelola Penanaman Modal dengan pendidikan
magister tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan

c. Penata Kelola Penanaman Modal dengan pendidikan
doktor tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 37
Dalam hal wuntuk kenaikan pangkat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penata Kelola
Penanaman Modal dapat melaksanakan kegiatan
penunjang, meliputi:
a. sebagai pengajar, pelatih, atau pembimbing di
bidang Tata Kelola Penanaman Modal;
keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
perolehan penghargaan/tanda jasa;
perolehan gelar/ijazah lain; atau
pelaksanaan tugas lain yang mendukung
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal.
Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan Angka Kredit dengan akumulasi Angka Kredit
paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit
yang  dipersyaratkan untuk  kenaikan = pangkat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

o po o

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal satu tingkat lebih tinggi harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan;
b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi;
c. nilai kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir; dan
d. memenuhi Hasil Kerja Minimal.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat
dalam 1 (satu) jenjang yang sedang diduduki
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran
IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak
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terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli
Madya yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama harus
memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister
di bidang ilmu alam, matematika dan statistika, ekonomi,
manajemen, hukum, teknik, sains dan teknologi, sastra
asing, sosial, administrasi, atau kualifikasi pendidikan
lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan
oleh Instansi Pembina.

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan
diduduki.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kinerja dan Hasil
Kerja Minimal diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di
bidang penanaman modal.

Pasal 39

Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1), Penata Kelola Penanaman Modal dapat

melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang
terkait dengan tugas bidang Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal;

b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
penanaman modal;

c. penerjemahan atau penyaduran buku dan karya
ilmiah di bidang penanaman modal;

d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penanaman
modal;

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang
penanaman modal; dan/atau
f.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagi Penata Kelola Penanaman Modal yang akan naik ke
jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Penata Kelola
Penanaman Modal yang bersangkutan wajib
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, dengan
Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan
sebagai berikut:
a. 6 (enam) bagi Penata Kelola Penanaman Modal Ahli
Muda yang akan naik dalam jenjang jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola
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Penanaman Modal Ahli Madya; dan

b. 12 (dua belas) bagi Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Madya yang akan naik dalam jenjang jabatan
setingkat lebih tinggi menjadi Penata Kelola
Penanaman Modal Ahli Utama.

Pasal 40
(1) Penata Kelola Penanaman Modal yang secara bersama-
sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Tata

Kelola Penanaman Modal, diberikan Angka Kredit dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, pembagian
Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi
penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi
penulis penunjang;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian
Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi
penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh
lima persen) bagi penulis penunjang;

c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis,
pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis penunjang; dan

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis penunjang, pembagian
Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama
untuk setiap penulis.

(2) Jumlah penulis penunjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 41
Mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi
Penata Kelola Penanaman Modal dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42
Penata Kelola Penanaman Modal yang memiliki Angka Kredit
melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit
tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya dalam 1 (satu) jenjang jabatan.

Pasal 43
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi
tidak tercapai, Penata Kelola Penanaman Modal tidak
diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
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BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

Pasal 44

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal dihitung berdasarkan
beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai
berikut:

a. jumlah kajian penanaman modal,

b. jumlah kemitraan dan forum kerja sama penanaman
modal;

c. jumlah perizinan berusaha secara elektronik,
rencana, minat, dan realisasi penanaman modal;
dan

d. ruang lingkup penanaman modal.

(2) Ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang investasi/badan yang
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal
setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal tidak dapat dilakukan sebelum pedoman
penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 46

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal harus memenuhi Standar Kompetensi
sesuai dengan jenjang jabatan.

(2) Kompetensi Jabatan  Fungsional Penata  Kelola
Penanaman Modal meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.

(3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47
(1) Untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme,
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Penata Kelola Penanaman Modal harus diikutsertakan

dalam pelatihan.

Pelatihan yang diberikan bagi Penata Kelola Penanaman

Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan

dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian

kinerja.

Pelatihan yang diberikan bagi Penata Kelola Penanaman

Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

bentuk:

a. pelatihan fungsional; dan

b. pelatihan teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal.

Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Penata Kelola Penanaman Modal dapat mengembangkan

kompetensinya melalui pengembangan kompetensi

lainnya.

Program pengembangan kompetensi lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
b. seminar;

c. lokakarya;

d.

konferensi; dan/atau

e. studi banding.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan
Kompetensi serta pedoman penyusunan analisis
kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja Penata Kelola
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di
bidang penanaman modal.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48
Penata Kelola Penanaman Modal diberhentikan dari
jabatannya apabila:
mengundurkan diri dari jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal; atau
f.  tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki
alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan
tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal.
Penata Kelola Penanaman Modal yang diberhentikan
karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali
sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

© oo
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lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kelola

Penanaman Modal.

(4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit
terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka
Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang
penanaman modal selama diberhentikan.

(5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan
dalam hal:

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal,;
dan/atau

b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang
ditentukan pada Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal yang diduduki.

Pasal 49

Penata Kelola Penanaman Modal yang diberhentikan karena
ditugaskan secara penuh pada jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan
pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya
paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada
jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan
lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

(1) Terhadap Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f
dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari
Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan
pemberhentiannya.

(2) Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN
DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan Kkarier,
Penata Kelola Penanaman Modal dapat dipindahkan ke dalam
jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
organisasi, Penata Kelola Penanaman Modal dilarang rangkap
jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi atau jabatan
administrasi.
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BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang

bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya

standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal,

b. menyusun Standar Kompetensi;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis = Jabatan  Fungsional @ Penata  Kelola
Penanaman Modal;

d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan
pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Penata
Kelola Penanaman Modal;

e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya
IImiah yang bersifat inovatif di bidang Tata Kelola
Penanaman Modal;

f.  menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal;

g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal;

h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang
diselenggarakan oleh lembaga pelatihan;

i.  menyelenggarakan Uji Kompetensi;

j- menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal;

k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal;

l. mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal,
m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan

Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal,

n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional
Penata Kelola Penanaman Modal;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang
diberi kewenangan melakukan pengkajian dan
pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;

q- melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal di Instansi Pemerintah yang menggunakan
jabatan Penata Kelola Penanaman Modal,

r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
dalam rangka pembinaan karier Penata Kelola
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Penanaman Modal; dan
s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi

jabatan.
Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf I, huruf
m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s
menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan
Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal secara
berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan
pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepala
lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi
kewenangan melakukan pembinaan dan
menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara
secara nasional.
Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap
tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf {f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p,
kepada Menteri dengan tembusan kepala lembaga
pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan
melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan
aparatur sipil negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis
penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf i diatur dalam peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di
bidang penanaman modal.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
harus memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
Setiap Penata Kelola Penanaman Modal harus menjadi
anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal.
Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 huruf a ditetapkan oleh organisasi
profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman
Modal setelah mendapat persetujuan dari pimpinan
Instansi Pembina.
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Pasal 55
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal dan hubungan kerja Instansi
Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal diatur dalam peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang
penanaman modal.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57
Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata
Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan.

Pasal 58
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola
Penanaman Modal melalui penyesuaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk
paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini
diundangkan.

Pasal 59
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2022
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1164
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LAMPIRAN |

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI HIROKRAS| REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERATA KELOLA PENANAMAN MODAL

RINCIAN KEGIWNTAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL DAN ANGKA KREDITNYA

| |Perencanaan
penanaman modal

SUB UNSUR BUTIR KEOIATAN SATUAN HMASIL KREDIT | KEGIATAN
1 Fengkajian dan I mengidentifikusi data dan bahan penyusunantata  [dokumen dentifikasi data dan baban penyusunan 0,226 | Ahli Pertama
pergusulan teknis tata kelala di bidang pe nanaman modal; tata kelala di bidang penanaman modal |
e bala i bicdarg
2 mengunalisis data dan buban penyusunan tata dokumet unalisis dats dan baban penyusunan tats] 0,205 [ Ahli Muda
kelala di bidan nanaman modal; kelala di bidan naman modal
3 menyusun usulan rek dasi peny tata dokumen usulan rek das) peny n tatal 0465 | Abl Madya
kelala di bidang pe nanaman modal; kelala di bidan naman modal;
4 memmuskan usulan rekomendasi penyusunan tata [lapomn rumusan usalan rekomendasi penvusunan) 0515 [ Ahli Madya
kelala di bidang pe nanaman modal; tata kelola di bidang penanaman modal;
5 mengidentifikasi data dan bahan penvusunan dokumen ldtmlﬂlwd data dan baban penyusunan ©,253 | Ahli Pertama
rancargan norma, standar, prosedur, dan kriteria di |r dar, prosedur, dan kriteria di
bidang penanaman modal; hldag penanaman modal;
6 menganalisis data dan bahan penyasunan dokumen analisis data dan bahan pemyusunan| 0,198 | Ahli Mixla
rancangan nanma, standar, prosedur dan Kriteria di |r BAN HOTING, dar, prosedur, dan kriteria dij
bidang penanaman modal; bidang penanaman modal;
7 melakukan verifikasi hasil analisis dan bahan dokumen verifikasl hasil analisis dan  bahan| 0454 [ Ahl Madya
penyusInan 1 gan narma, stand sedur,  |penyusunan rancangan narma, standar, prosedur,
dan keiteria di Ndm. Penanaman md.l dan kriteria di bidang pe nanaman modal;
) mcn)‘unm- g standar, prasedur dan |do) nr wan narma, :hndnr. pmsedur dan|  O,558 [ AhN Madyn
2 Pengembangan pehwang, | 1 mmdmﬁlhm datn “dan lnhmu-i yang dokumvn ldumﬂkul data dm Tnlormasl vang| 0260 | Ahli Pertama
potensi dan strategl menghambat penge mbangan peluang, potensl, dan  [menghbimbat pengembangan peluang, potensi, dan
penanaman modal di stratesi di hidang penananan modal; strategi di naman modal;
2 menganalisis data dan informasi penge mbangan dokumen analisis data dan informasi pengembangan 0,460 | Ahli Madys
peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman (peluang, potensi, dan stmtegl di bidang pe nanaman
modal; modal;
3 :;";‘:“mm;mr” peluangdan | umen numusan strategl pengembangan peluang | 000 | AR Utama
dan potensidi bidang penanaman modal;
1 Pemetaan peluang, I mengidentifilas data dan infrmasi pemetaan dokumen identiikasi data dan Infarmasi pemetaan 0,260 | Ahli Pertama
potensi, dan strategi di peluang, potensl, dan stradegi di bidanyg penanaman [peluang, potensi, dan strateg di bidang pe nanaman
bidang persmaman modal| _ modal; modal;
2 melkikan verifiksi data dan nformasi dal n verifikasi data dan inbrmasi pemetaan|] 0,225 | Ahli Muda
peluang, potensd, dan strategi ledmspemnmm peluang, potensd, dan strategl di bidang pe nanaman
modal; !
3 mengolah data dan informasi pemetaan peluang, dokumen data dan nformasi pemetasn peluang| 0279 | Ahli Muxla

potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;

potens, dan strategi di bidang pe nanaman modal |
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BUTIR KEOIATAN

4 menganalisis data dan informasi pemetaan peluang, lapomn  analisis data dan  informasi pemetaan 0,531 | Ahli Madya
potensi, dan strategl di bidang penanaman modal peluang, potensi, dan stmategl di bidang pe nanaman
modal;
5 melikukan pnmunn peluang, potensi, dan strategi lapom: pemet-an peluang, potensi, dan strategi dj 0,511 | Ahli Madya
di bida p an modal;
4 Rengembangan sektar
a. Peningkatan I mengidentifilas data dan nformasi pelaku usaha  [dokumen dentifikast data dan mformasi pelaky 0193 Ahli Muxda
kemitraan besar dan pelaku usaba mikro, kecil, dan menengah [ussha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan
yang berpotensi untuk dimitrakan; |menengah vang be rpote nad un tuk dimitmbka;
2 menganalisis data dan informasi pelaku usaba besar [dokunen analisis data dan infirmasi perusabaan) 0,114 | Ahli Madys
dan pelaku usaha mikro, kecll, dan menengah yang |besar dan usaha mikmo kecll menengah yang potens)
ber poten sl untik dimitraian; untuk dimitrakan
3 menyusun data dan informasi pelaku usaha besar  [dokumen data dan informasi perusabaan besar dan 0,105 | Ahli Madya
dan pelaku usaha mikm, kecil, dan menengah vang |usaha mikro kecll menengah yang potensi untuk|
berpatensi untuk dim itrakan; dimitrakan;
4 memumuskan pola kemitraan antam pelaku usaba  |dokumen pala kemitraan pelaku| G046 [ Ahli Utama
besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan usaha besar dengan pelaku usaba mikr, kesil, dan
i jmenengaly
b Peningkatan daya I mengidentifikasi data dan informasi peningkatan dokumen  Mentifikasi  data  dan  infarmasi| 0,145  Ahli Mixia
sl g daya saing di bidang pesasaman modal, md.lw‘n days saing di bidang po
|modal;
2 menganalisis data dan nformasi peningkatan daya  |dokumen analisis data dan informasi peningkatan| 0,319 [ Ahli Madya
saing di bidang penanaman madal; dava satngd| bidang penanaman modal;
3 menumuskan strategi peningkatan daya saing di dokumen mimusan strateg) peningkatan daya saing 0311 | Ahli Utama
bidang penanaman modal; di bida nanaman modal;
¢ Penciptaan persamgan| | mengdentifikasi data dan informasi penciptaan dokumen identifikaxi data dan informasi penciptaan| 0,253 [ Ahli Pentama
usaha yang sehat persaingan usaha vang sehat di bidang penanaman |persaingan usaha yang sehat di bidang pe nanaman
modal; modal;
2 melakukan verifikasi data dan informasi penciptaan |dokumen verifikasi data dan infarmasi penciptaan 0,080 | Ahll Muda
persaingan usaba yang sehat di bidang pena persaingan usaba yang sehat di bidang penanaman
maodal; modal;
3 mengolah data dan informasi penciptaan persaingan [dokumen data dan inbrmasi penciplasn persaingan 0,199 | Ahli Muda
usala vang sehat di bidang penanaman modal; usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
4 menganalists data dan infarmasi penciptaan dokumen analisis data dan informasi penciptaan| 0442 [ Ahh Madya
porsaingan usaha vang selat di bdang pesasaman |persaingan usabs yang sehat di bidang po nanaman
maodal; |modal,
5 mer kan strategi pe persaingan usaha ol 33 strategi o soatight 0,164 | Ahl Utmma
yong schat di bidng pemmmm modal, usaha yang sehat di bidang penanaman modal,
d Disemitasl informasl | | mengioventarisasi mater disemisasi infarmasi dok n in risas| mater diseminasi ink i 0,124 | Ahll Pertama
bidang p bidang p n modal; bidang penanaman modal;
modal
2 menyusun materi disem masi informasl bidang dokumen maten dissminasi Infbrmasi  bidang 0102 Ahli Muda
penanaman modal; Immmm twodal,
3 laksanakan di si infarmasi di bidang lap diseminusi mformasi di bidang pe 0,325 [ Anli Madya
penanaman modal; lmarhl;
4 melakukan simmlasi dan asistens) terkait mater! lupanm simulasi dan asistensl terkaft materi| 0376 [ Ahl Madyva

diseminasidi bidang penanaman modal;

inns infarmasi di bidang penanaman modal;
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3 Pergembangan sistem di
bdang penanaman modal

BUTIR KEOIATAN

PELAKSANA
KEGIATAN

11 [Pelaksanaan
penanaman modal

1 Pelaksanaan tata kelala
di bidang penanaman

I mengidentifikasi pengembangan sistem di bidang lapamn identifikasi pengembangan sistem di bidang 0102 Ahli Mixia
|___ponanaman modal; penanaman modal;
2 mempersiapkan rancangan pengembangan sistem di |laparmn mncangan pengembangan sistem di bidang| 0,227 | Ahli Madya
bidarg penanaman modal; penanaman modal;
3 melakukan pengembang di bidang lap pengembangn si di bidang penanaman| 0,874 | Ahl Madya
4 mehkuknnlmcgmndmadnn/mu sistemn di bidang [lapaman integms dntn dan/atau sistem df bidang| 0,446 | Ahl Madys
penanaman madal; dan
5 melakukan pemutakhiran Informasi dm/uuu data  [laporan ycmumkhnan informasi dan/atau data padal 0,141 | Ahl Madya
da
A Penjajakan minat penanuman modal
1 mengidentifikasi proyek, calon penanam madal dokumen dentfikasi provek, calon penanam modal 0,149 | Ahli Muda
pote nsial, dan pemangln kepentingan vang menjadi |p dal, dan pemangku kepentingan yang menjad|
target pelaksanaan penjajakan minat terbadap target pelaksanann penjajakan minal pasar provek|
proyek penanaman modal yang siap ditewarkan; penanaman modal yang siap ditawarkan ;
2 mengdentifikasi kebutuhan dalom kegiatan dokumen dentifikasi kebutuban dalam kegiatan| 0,198 | Ahli Muda
penjajakan minat terhadap provek penamanan penjajakan minat tethadap proyek  penanaman
modalvang sinp ditawarkan modal shap ditawa i
3 mexy:hhddadnnuﬂmsnmdb.\mkmmmk Lak n data dan ink i yang digunakan untukf 0,198 [ Ahli Muda
penjajakan minat [mendukung pelaksanaan kegiatan penjajakan mina)
terhadap wnvek Pe nan aman modnlymg-hp terhadap proyek penanaman modal vang  slap
ditawarkan: i tanwa rhea 1
4 melaksanakan perjajokan minat terbadap proyek I-ponn pelaksanaan penjajakan minat terhadap 0,175 |  Ahli Madya
n modal vang siap ditewarkan; man modal yang siap ditawarkan;
B Penyusunan materi promosi penanaman modal
I menyusun kanten dan desain materi promosidi dokumen konten dan desain maleri promosi di| 0,044 | Ahli Pertama
; bidang penanaman modal;
2 menyuisun kebutuhan layanan dan distnbusi data kebutuban Jayanan dan distnbusi nfrmasi 0,030 | Ahli Pertama
informasi media pramosi di bidang penanaman media pramosi di bidang penanaman modal;
modal;
3 menganalisis bentuk, maten dan sarana pramosi di  |laporan analisis bentuk, maten dan samna promosd| 0095 [ Ahli Muda
bida d| bida
4 menganalisis saluran hyun-nm!ormul dan lapomn analisis sahimn h}wnn informasi dan 0,095 Ahli Muxda
dis tribuad media promosi di bidan g pe natsaman distribusl mwedin promos| di bidang  penunaman
madal; |madal;
5 menyusun rekamendasi maten, layanan, dan dak dasi materi, layanan dan 0122 | Abl Madya
distribusi infarmasi media promasi di bidang dlumbu lnfarmul media  promosl  di bidang
ponanaman modal; petanaman modal;
C Menyusun laporan pengombangan, monitoring
dan evaluasl keglatan promosi Kantor perwakilan
Juar negeri
1 menginven larisasi laparan pengembangan dan laparan inventarsasi lapomn pengembangan dan 0,002 [ Ahli Muda

keglatan promosi di Bidang penanaman modal

kantor perwakilan luar tegerd;

keglatan promeosi di bidang penanaman modal

kantor perwakilan Jar negerl;
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b Kerja sama
pensarsa man modal

2 menyusun dokumen administrasi yangdiperlukan [dokumen administrasi yang dipedukan kantar 005 Ahli Mixia
kantar perwakilan huar negeri dart kantor pusat; perwakilan huar negeri dari kantor pusat;
3 menganalisis targel penge mbangan kamor lapom: analisis  target  pengembangan  Kantor 0,305 | Anh Madya
huar pegeri; akilan huar e geri
4 menganalists target kegiatan dan laparan kegiatan lapoum analixis target keglatan dan laparan kegiatan 0,151 | Ahli Madya
pramosi di bidang penataman modal kantor promoﬂ di bang pesanaman modal ¥
| perwakilan haar negeri;
5 mer dokumen rumusan strategi  promosi mmamm 0,030 | Ahl Utama
janior perw -
1 mcs-n-hb lwpenum n-imll untuk lapoman  analisis  kepentingan nnkmd untuk] 0082 [  Ahli Muda
pelaksanaan kerja suma penanaman modal pada pelaksansan Kera sama pesasaman modal pada)
farum internasional; i
2 menumuskan usulan kebijakan pelak kerja  |dak uwmmnwpmpdmﬂm 0114 | Ahl Madys
sama penanaman modal pads forum internasional,  [sama penanaman modal pada foram internasional;
3 mer kan ustilan b ‘: kan pelak: ketja Dohxmm kajlan ululnn Inwnhn polaksa 0,075 | Ahli Madya
4 mer lak ketja sama penanaman numusan pehkm-n kerja  sama) 0080 | Ahli Utama
cdnlpnh farum kerja sama dan mitra kerja sama  |penanaman mndul pada  forum kerja sama dan
5 menganalisis permasalahan posisi runding laparan lmlhh permasalaban  posisi nunding] 0,084 | Ahli Muda
| penanaman madal; H
6 menganalisis peluangdan tantangan kepen tingan lisis peloang dan tantangan kepentingan| 0,084 | Ahli Muda
nasional di bidang pe nanaman modal pada ram n-len-l di Ndmu pemnumn modal pada forum)
kerin sama inlernasional;
T merumuthn kertas pum Indanesia mknl isu do)mnxn kertas po-‘ni Indanesia tcrkd! su 0,090 | Ahl Madya
8 maunuukm u-ul-n nubm.lmllwrjl ama dokumon ululln :uhltm:l loerp nlmu pemnlmm 0,096 | Abli Madya
penasaman modal;
9 mengkaji kepentingan pemangku kepentingan ke kepentingan pemangku 0,160 | Ahll Utama
dalam posisi runding bidang penanaman modal; thenﬁn’n ke d.-hm posisi nunding bidang
10 melakukan kajian dan evaluasi pelaksanoan dokwwn wun dan  evaluasl  pelaksanaan 0,120 | Ahli Utama
perjanjian atau kesepakatan kerjs sama penanaman (perjaniian atau Kesepakatan kerja sama pe nanaman
maodal pada forum inemasional dan kerja sama modal pada forum internasional dan kera sama
du aint nal, d te] I
11 menganalisis pengkajian pelaksanaan dan evaluas| |draf kajian pelaksanaan dan evalusi porjanjian ata) 0218 | Ahli Madya
perjanjian atas Kesepukatan ket js sama penanatan (kesepakatan keda sama penanaman modal pada
modal pnda forum inhmuiuml dan kerja sama farum imur.dund dan kerja sama dengan dunia
a asK M In ad
12 Whhdm memﬂuh b-hnuumuk pengkaj an lq:oun hh-u umuk pengkajian pelaksanaan dan 0,084 Ahli Muda
polaksanaan dan evaluasi peganiian atau evaluast perjanjian atau kesepakstan Kerja same)
kesepakatan kerja sama penanaman modal pada penanaman modal pada forum internasional dan
forum intemasional dan kerja sama dunia dengan  [kerja sama dengan dunia usaha internasional;
|___usabia intermusional,
13 meramuskan bahan pos sl delegasl Republik 0,240 | Ahh Utama

Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama
internasianal di bidang penanaman modal;

dokumen mumusan bahan posisl delegast Republik|
Indonesia dan kertas posisi dalam forum Kerja sama
internasional di bidang penanaman modal;
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BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL s | |
14 lisis bahan posisi delegasi draft bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan| 0,105 |  Ahli Madys
Rq!ublik lndana- dan kertas pasisi dalam forum  |kertas posisi dalam orum kerja sama Intemastonal
kerja sama internasional di bidang p man i bidang p man madal;
modal;
15 mengolah dan memilah bahan untuk bahan posist  |draft bahan untuk baban posisi delegasi Republikl 0,003 [ Ahli Muda
delegasi Republik Indonesia dan kertas posisl dalam [Indonesia dan kertas posisi dalam oram kerja sama)
forum Kerja sama (nternassanal di biang intersasimal di bidang ponanaman modal;
memn mg:
16 melak kan pemug untuk berpartisipasi aktil (laporan penugasan untuk berpartisipasi aktif dalam) 0,176 |  Ahl Madya
dalam penemuan atau perundingan pada forum pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama)
k:r_h samn internasional di bidang penanaman internasinal di bidarg pensanaman modal ;
17 mmluh manfaat dan risiko p n keja |lap apalisis manfaat dan risiko pelak 0,063 | Ahli Muxla
SAma penanaman md.lpld-hmm lnujn sama kerja sama penanaman modal pada frum kerja
internasional; sama Internasional;
I8 merimuskan masukan kebtiakan sobagad basil dokumen masukan kebijakan sebogai bosil kajian 0,150 | Ahli Madya
kqjhnmh-dpelﬁmmmkzrpmbidng eval pehknmnkzrpmnnudugpemm
. 2 . i L
p perbmkan pelaksanaan| 0,240 | Ahll Utama
sama bidang penanaman modal pada forum kerja  |kerja sama bidang penanaman modal pada farum|
sama internasianal; lttf M Inlcmnkn-l.
20 melakukan persiapan per atauy perundi i per atau perundingan| 0,066 | Ahli Muda
pada orum kerja sama nte masional di Hdnng pndn forum kerja sama Wternasional di bidang
penanaman modal; anaman modal, |
21 melakukan advokasi kerja sama internasional di lapomn advokasi Kero sama internasional bidang| 0,191 |  Ahli Madya
bidang penanaman modal; penanaman modal;
22 mengdentifikasi kebutuhan prrmasalahan laporan  identifikasi  kebutuhan  permasalaban 0,104 | Ahli Penama
perundingan kerja samm bidang penanaman modal  |perundingas kerja sama bidang penanaman modal)
pada forum internasional; da forum inte rasinal
23 melakukan layanan k it Jah 1 layanan konsulasi permasalaban  isu| 0063 | Ahll Muda
pu-mdlmkajlmmmddpuh perundhg-nloerjl sama penanaman modal poda
forum internasianal; farum Internasional ;
29 merumuskan draf perjanjian atsmi kesepakatan Ketja [dokumen ramusan draf peranjian ata kesepakatan 0,157 | Ahli Utama
sama bidang penanaman modal pada forum kerjo sama bidang ponanaman modal di forum
internasional; i sinal;
25 melakukan asistensi pelaksanaan perundingan kenallapomn asitens: pelaksanaan perundmgan keri) 0066 | Ahli Moda
sama penanaman modal pads orum intermasionsl,  |sama penanaman modal pada forum intemasional,
26 wanalisis kepentl f-- v-knnl untuk lnporln -ndhh hpnﬁn’n naskmal  untukl 00064 [ Ahli Mixla
ik St pe: i nodal;
27 mﬂpnlluk lwbutuhm loerj- uml &km bultuk Dokum lcqjun -nnhlh behutuhsn kerja samal 0,139 | Ahli Madya
nota kesepabaman Mdang pe nanaman modal; dalum bentiuk nota kesepa by bidang p
28 mernumuskan dmi mubmp-}-mleﬂuukexj: dokumen rumusan dmi nota kesepabaman teriait 0,120 |  Ahli Utama
et gk 0,105 | Ahli Madya

kepen tingan ke dalam lubn-mllu-nn sama dalam
bentuk nota kese pabaman bidang penanaman

__modal;
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perjanfian di bdang penanaman madal dengan

ketentuan sektoral terkait;

perjanjian di bidang penanaman mdal dengan

kete ntuan sektaral terkait;

30 mengidentifikasi manfaat dan risiko pelaksanaan laparman identifikasi manfast dan risiko pelaksanaan 0,140 |  Ahli Madya
kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di loerjl sama dalam bentuk nota kesepahaman di
bida anmman modal; penanuttan modal;
31 menganalisis manfast dan risiko pelaksanaan kerja lapom: annlisis manfast dan risiko pelaksanaan 0,083 | Ahli Pentama
sama dalam bentuk nota kesepabaman di bidang kerja sama dalam benfuk nota kesepahaman di
|___penanaman modal; bidang penanaman modal; _
32 memimiskan masukan kebifjakan sebaga bsasil dokumen masukan kebijakan sebaga basil kajian 0,105 | Ahl Madya
kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota
bentuk nota kese pabaman di bidang pe Kese pah di bidang penanaman modal;
|__modal;
33 menylapkan dan me nyusun dmaf nota kesepabaman |[drad nota kesepahaman terkait keria sama di bxlang| 0,044 | Ahli Muxla
terKait Kerja sama di bidang petanaman imodal; penanaman modal;
34 mereviu dan menyusun draf finnl nota kesepahaman [draf final nota kesepahaman terkait kerja sama di| 0,105 | Ahl Madya
terkait kerja sama di bidang penanaman modal; bidang penanaman modal;
35 memncang strategi peliksanaan diseminasi dak n strategl  polaksanaan) 0,240 | Ahli Utama
b i seminas di Hdln nanaman modal; =
36 menganalisis bahan keglatan diseminasi informasl  |draf analisis bahan kegiatan diseminasi informasi di| 0,105 | Ahli Madya
di maman modal; bidang penanaman mwodal;
A7 mengidentifikasl dan menginve ntarisasi kebutuban [lapomn dentifikasi dan  inventarisand  kebutul 0,100 | Ahli Pertama
pemangku kepentingan peserta diseminasi informasi |p gku kepentingan peserta diseminasi info
di bidang penanaman modal; di bidang penanaman modal;
38 menumuskan butir substans perjanjian di bidang  [laporan mmusan butic substansi perjanjian di| 0064 [ Ahli Muda
penanaman modal yang periu diketahui ale b sehinih |bidang penanaman maodal yang perha diketabui oieh
39 merunmiskan su pokok dan strategis yang terkait  [laporan mamusan isu pokok dan strategis vang| 0,064 | Ahli Muda
dengan kese pakatan perjanjian intemnasional di torkait dengan kesepakatan pcrj-njlm inter nasion al
bidang penanaman modal;
40 merumuskan tanggapan pelaksanaan diseminasi laporan rumuisan tanggapan pehhnn-n diseminasi 0064 | Ahli Muda
informasi di bidang penanaman madal dan para infe i di bidang penanaman modal dan pam)
| pemangku kepentingan; |pemun ghu kepentingan;
41 menyusun paparan dan naskah kajian disemings]  |dokumen paparan dan paskah kajian diseminasi| 0,150 [ Ahl Madya
infarmasi di bidang penanaman madal; infarmasidi bidang penanaman modal;
42 mengidentifikasi latar belakang dan fus ufikasi lapomn dentifikasi latar belakang dan justifikasi| 0,109 | Ahli Pertama
naskah penjelasan peranfion ketja sama naskah  penelasan perjanjion  ketja  sama
in anal di bida man moda internasianal di bilang penanaman madal;
43 menganalisis manfaat dan resiko perjanjjan pada lapaman analisis manfaat dan reslko peranjian padal 0,064 | Ahli Muda
naskah penjelasan perjanjian ketja sama neaskah  ponpelasan  peganjian  ketjn  sama)
internasional di bidang penanaman modal; Iimﬂ di bidang peranaman modal;
44 mer kan butir substansi naskah penjel 1 T butir substansi naskah penjelasan| Q117 | Ahl Madya
perfanfian keria sama bidang penanaman modal, perjmjhn kega sama bidang penanaman modal;
45 mer kun draf naskah penjel petian fian draf naskah penjelason perjanjian ketia sama bidang] 0,171 [ Ahll Madya
keria sama bidang pe nunaman modal; |penanaman modal;
46 mengevaluasi kesesuaian kesepakatan atau llaporan  evaluasi § al k kat atmy| 0140 | Abli Utama
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47 melakukan sosilisasi penilaian kinerja pelak lap sialisasi penilian kinerin pelaksanaan 0,125 | Alli Pertama
|___berusaha; berusaha;
48 melakukan bimbingan wknis pengisian survel [laparan bimbingan teknis pengisian survel pendlalan Q015 ]  Ahli Muda
penilaian kine e pelaksanaan be nusala; |kinerjs pelaksanaan beruss
49 melakukan osis tensi terkait penilaian kine rja llaparan  asistensi  terkalt penilalan  kinerjo 0,060 | Ahll Muda
_we:!amumate: pelaksanaan berusaha;
melakukan verifikasi dan validas data kmena dokumen verifikasi dan  walkdasi data kinerja| 0,100 | Ahli Pertama
pelaksanaan berusaba dengan Kunjungan laparngan [pelaksanam berusaba dengan kunjungan lapangan
secarn acak; secarn acak;
51 melakukan verifikasi dan validasi data kinerja dokumen venfikasi dan wvalidasi data  kinerjo) 0,033 | Ahli Pertama
pelaksanaan berusaba pemerintah daerah dan pelaksanaan  berusaha pemerintah doemhbh  dan
kementerian/ e mbaga e lahu sistem teknologi Kemente rian/ o mbags mehtul sistem  teknaologi
informasi dan Jomunikasi;
52 melakukan selkeksl dan penyaringan untuk dolnmn seleksi dan peny-nm untuk penentuan| 0,080 | Ahll Mixda
| penentuan nomine;
53 melakukan tabulas perhitungan nilai dari paparan l-parln tabulasi perhitungan nilal dan paparan Q060 | Ahli Muwda
10 ol e,
54 melakukan observas: lapangan penilaian Kinera lapangan  penilwan  kinerja) 0,060 | Ahli Muxda
pelaksanaan berusaha ke pemerintah daemb dan pelaksanaan bennh- ke pemerintah daerah dan
__kemeriterian/le mbaga;
55 merumuskan ndkator penilalan kinera indikatar  penilan  kineri 0,180 | Ahl Utama
pelaksanaan berusabha; Jakssnaan berusaba;
56 menyiapkan perganugeraban penghargaan terhadap [loporan  penganugeraban  penghargaan  terhadap| 0,077 | Abll Pentama
pemenang penilaian kinerjn pelaksanaan berusaba; |pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
57 melakukan pe ndam pingan kun jungan dalam mngks [laporan pendampingan Kunjungan dalam rangka 0,060 [ Ahli Muda
capocity bulding bagi pemenang penilaian kinerja  [cepoaty bulding bagl pemenang penilaian kinerja
58 melaksanakan fasilitasi dan mem berikan lapumn pelala-mm fasiltasi dan pembenan| 0120 | Ahh Madya
rekomendasi terhadap kinerja pelak benisahalr dasl terhadap Kinerja pelaksansan berusaba
pada pemerintah desmh dan keme nterian/lembaga; |pada pemerintah daemhb dan kementerian/kembaga;
¢ Pengelolaan penanam | 1 mengidentifikasi kepentingan nasionaldi bidang laparan Identifikasi kepentingan nasonal di bidang 0,113 | Anli Pertama
modal dalam negen sama pe sanaman modal; ket jo sama naman modal; I
vang men jalankan 2 meny profil p modal Indanesia yang ~ [dal n pnofil p m modal Ind vang| 0038 |  Ahli Moda
kegiatan penanaman menjalankan keglatan penanaman modal dif Tuar menjalankan kegiatan penanaman modal di huar
modalnya di luar e gerl; n 1
wilayah Indonesia 3 melakokan analisis pengembangan pesanam modal l-pom.n oanalisis pongembangan penanem madall Q060 | Ahli Muda
Indonesia yang menjalankan kegi pen 1 yang mmplnkm keglatan penanaman
4 memamuskan rekome ndasi terkait pengembangan  [dokumen nlwneadw terkall  pengembangan 0,095 | Ahli Madya
penanam madal ndanesia vang e jlan kan penanam  modal  Indonesia  yang e jalan kan
tan man modal di huar ne datan anaman modal di haar n i;
5 mengidentifikasi data dan informasi menge nai llaparan identifikasi data dan informasi mengenai 0068 | Alli Pertama
peratuman perundangundangan di negara tu) peratumn perundang-undangan di negam tujuan
penunaman modal; s modal;
6 menyusun laparan data dan ink pe n lap data dan informasi peraturn penmdmg 0,150 | Ahh Madya
perundang undangan di negara tuj penanaman  [undangan di negam tujuan p

maodal;
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7 mer Kan 1o peana p bargan n o |rek dasi 1 pengembangan pe 0,120 [ Ahli Madys
modnl)mldlhlmknnoleh penanam mad-) modal yvang dilakukan okh pepanam  modal
Indonesia di negan mitrs; Indonesin di negara titom;
8 menimuiskan basis data proyek penanaman modal  [laporan  basis  data  provek  penanaman  modal 0,120 | Ahli Madya
naial di mitm; potensial di e gara mitra;
9 menupuskan kertas panduan penanaman modal di - [dokumen kertas panduan penanaman modal dif Q090 [ Ahli Madyva
pegnra mitth; negars mitra;

10 memberikan pelavanan ink rmasi bagi penanam lapomn pelayanan informasi bagl penanam modal 0,120 | Ahli Utama
modal Indonesia yang akan melakukan peranaman |Indonesia yang akan melakukan penanaman modal

H |di luar negen;
11 melakukan advakasi per Jahan yang dibadap  [lap advokasi permasalaban yang dihadapi) 0,080 | Ahl Utama
penasam modal Indonesia vang melakukan Ipenanum  modal  Iodonesia  vang  melakukan
penanaman modal di Juar negert, penanaman modal di luar negeri;
12 memumuiskan skema penyelesaian permasalahan dakumen nimasan skema penyelesalan Q115 | Ahl Ut
penanam modal Indonesia yang melakukan permasalaban  p m modal Ind yang
penanaman modal di pegara mitma kepada melakukan penanaman modal di negam  mitm
pemerintah negam mitra; |kepada pemerintah negar mitra

13 melakukan kores pondensi dalan rangka pertemuan |laporan karespandensi dalam mngka perfemuan| 0,060 | Ahli Mixda
advokasi penyelesalan permasalaban penanam advokasl penyelesadan  permasalahan  penanam)

modal Indonesia dengan selurub pemanglo Imodal Indonesia  dengan  selurul pemangku
an di haar 1 |kepentingm di ar negeri;
14 melakukan kores pondensi dengan sehiruh laparan lorespandensi dengan selurub pemangku| 0,000 [ Akl Muda
pemangku kepentingan di luar negeri untuk kepentingan di huar negen untuk bertukar informasi
bBertukar informasi terkall keberadaan penanaman  [torkait keberadaun penanaman modal Indanesia di
modal Indonesia di wilavab kerjanya; wilavah ke fanva;
15 melakukan lwmm konmnad dan advokasi bagi laporan layanan Konsultasi dan  adwokasi bagi 0000 | Ahl Madya
penmm modal | i 1akukan penanam  modal  Indonesia  yang  melakukan
anvman modal di aar mgn penanaman maodal di luar negeri;
d Pelayanan tempadu A uy-xo-u
satu pintu | melakukan layanan konsultasi, ponjelasan, dan laporan  layanan  Jonsultasi,  penjelasan,  dan 0,008 | Ahli Muda
informasi atas pertanyaan yang diajukan aleh pelakuind i atas pertanyaan yang diajulean oleh pelakul
| usaha; usaha;
2 melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan lapamn  lavanan konsultasl, penjelasan,  dan 0,008 | Ahli Muda
informasi atas pertanyean yang diajukan aleh informasi atas  pertanyaan yang digjukan olkh
a r Instan i tah ; a Tl =i Peanerin tah;
B Peningkatan mutu pelayansan penansman modal
di PTSP
I mengidentifilesl kebutuhan peaingkatan looalitas  [dokumen  identifikasi  kebutuban  peningkatan 0,100 | Ahli Pertama
pelayanan; kualitas anan;
2 mengevaluasi has il sink wi d 1 0,060 | Ahli Utama

laparan evaluasi hasil sinkmonisasi dengan Instans
Pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan
penanuman modal di pelayasan terpadu sata pinny;

3 menyusun survei kepuasan masyamkat terhadap dokumen survel kepuasan masyamkat terhadap 0425 | Ahli Madya

i L

4 menvusun daftar inventansasi masalab di bidang  [dokumen daftar inventanisasi masalah di bidang| 0013 |  Ahli Muda
modal;

Pemerintah terkant peningkatan kmllt- pelayanan
penanaman modal di pelayanan terpadu satu pintu;

penanamun modal; H
e Peloyanan perizinan A Pemberian fasilitas kepabeanan PM

dan fasilitas | merumuskan naskah persetujuan fasilitas dokumen rumusan naskah persetyjuan failtas)] 0,960 [ Ahl Utama
penanaman modal 3 beanan penanaman modal;
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E Ponutupan KPPA (digabungkan dalam umisn

kogiatan KP3A)

2 menginspeksi atou meninjou lapangan {asilitas berita soam inspeksi atau tinjauan lapangan fasilitas 0660 | Ahli Madya
an man i |[kepabeanan penanaman modal;

3 melakukan analisis data teknis fasil kepab lap apalisis data teknis fasilitas kepabeanan 0,560 |  Ahli Muda
penanaman modal; penanaman modal;

4 menyusun rancangan naskah keputusan pemberian |[dokumen mncangan naskab kep pem berian 0,360 | Ahli Muda
fasilitas kepabeanan penanaman modal, fos litas kepabeanan penanaman modal;

B Pemberian fasilitas Penanaman Modal

I mermimuskan naskah pemberian persetujuan dokumen nimusan naskah pemberian persetujuan 0,264 | Ahli Utama
{asilitas penanaman modal sekior Primer, Sekunder, |{asilitas pemanaman modal sektar Primer, Sekunder,
dan temler; dan tersien;

2 melakukan analisis data pemenuban pesyaratan laporan  analisis data pemenuban  persyvamtan 0,150 |  Ahli Midda
fasilitas penanaman modal sektor Primer, Sekunder, |{asilitas penanaman modal sektar Primer, Sekunder,
dan tersier; dan tersier;

3 menyuisun rancangan naxkah keputusan pemberian |dokumen mncangan naskab keputusan pembenan| 0,204 | Ahli Madya
fasilitas penanaman modal sektar Primer, Sekunder, [fasilitas pe nanaman modal sektor Primer, Sekunder,
dan tersier; dan fersier;

4 merumuskan naskah persetujuan fasilitas dokumen rumusan naskah persetujuan fsilitas)] 0026 [ Ahl Utama

——pepanaman modal sejtor Primerdan fersier; ____|penanaman modal seldor Primer dan tersier;
5 menimuskan naskah persetujuan fsilitas dokumen mmusan naskah persetyjuan  fasilitas 0,030 | Ahli Utama
anaman modal sektar sekunder; anaman wodal sekor Primer dan tersier;

6 menyusun rekamendas iin tinggal bagi tenaga dokumen rekomendasi izin tinggal bagi tenaga Kerjn 0,022 | Ahli Utama
kerjo asing: asin

C Poncabutan Likuidasi dan Non Likuidasi stes
dasar parmob pelaku usaha

1 melakukan pemeriksaan kelengkapan permobonan  [dokumen pemeriksaan kelengkapan permobonan) 0008 | Ahli Muda
pencabutan likukdasi dan nonlikuwdasi; pencabutan Hkuidasi dan nonlikuidasi;

2 melakukan verifikast dan evaluasi atas permobonan [Dokumen  hasil  verifikast dan  evaluasi atas| 0008 | Ahli Moda
pencabutan likuklasi dan vonlkiddasi dan permobonan pencabutan hkukdasi dan ponlikuidasi
penyusunan b p surat kep $ dan kanse p sumt keputusan,

3 melkukan evaluasi dan penyusunan kansep surat  [dokwmen  hasil  evaliasi dan  komsep suraf] 0,023 | Ahli Madya
permintann kele ngkapan berkas permaohonan permintaan  kelengkapan  berkas  permobonan
pencabutan lkukdasi dan nonlikuldasi; P butan Tkuidasi dan nonlikuidasi;

D Ponutupan KP3A/KPPA/Kantor Perwakilan
lainnya

I melakukan evaluas dan penyusunas konsep surat  [dokumen  hesil  evaluasl  dan  konsep  sumi| 0,023 | Ahl Madya
permintaan kelengkapan berkas permohanan permintaan  kelengkapan berkas permobonan
penutupan kantor perwakilan perusabaan penutupan  kantar perwakilan  perusahaan

axing; per a

2 melakukan verifikasi dan evaluasi atas permobonan [naskah verifikasi dan ewaluasi atas permohonan| 0008 [ Ahli Muda
penutupan kantor perwakilan peruss asn penutupan kantor perwa kil an perusabaan
perdagangan asing dan konsep sumt Keputusan; perdagangan asing dan penyusunan konsep sumi

3 melakukan pemeriksaan kelengkapan permahanan  |dok n pemeri kelengkapan  permobanan 0,024 | Ahli Muxda
penutupan kantor perwakilan peruss baan Pt Ut pan kantar perwakilan perusalsan

an o M asin




-63-

BUTIR KEOIATAN

I melakukan pemeriksaan kelengkapan permobonan  |[dokumen pemeriksaan  kelengkapan permohonan 0022 Ahli Mixia
penutupan kantor perwakilan perusahaan asing; penutupan kantor perwakilan perusabaan asing
2 melakukan verifikasi dan evaluasi atas permobonan |dokumen permabotsan penutupan kantor perwakilan 0,022 |  Ahli Muda
penutupan kantor perwakilan perusabaan asingdan [perusabaan asing dan konse p surat keputusannya;
konsep surat kep ya,
3 melakukan evaluasi dan penyusunen Konsep surat  |dokumen  hasil  evaluasi  dan  Konsep  sural] 0023 | Ahl Madya
permintaan kel ngkapan berkas permohonan permintaan  kelengkapan berkas  permohbonan
penutupan kantor perwalkilan perusahaas asing; penutupan kantar perwakilan perisabaan asing,
01 [Peman tanan dan |1 Fembinaan pelaksanaan | A Fasilitasi penanaman modal kepada lnvestor
evaluasi penamanan modal | mengidentifileai kebutuhan data dan informasi lapoman dentifikasi kebutuban data dan informasi| 0,084 | Ahli Pentama
penanaman madal potensd penanaman modal dalam pelaksanaan potensi penanaman modal dalam  pelaksanaan
fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal |fas litasi penanaman modal kepada penanam modal
dan penyelesaian permasalaban strategis proyek dan penyelessian permasalaban strategin proye
ala nam modal; vang dihadapi persanam modal,
2 mengolah data dan informasi yang digunakan untuk |[dokumen data dan informasi yang digunakan untukl 0,065 [ Ahli Muda
mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman mendukung  pelaksanaan  fasiltasi  penanaman
modal ke pada penanam moodal dan pe nyelesaian Imodal Kepada pepanam modal dan penyele saian
permasalahan strategis proyek yang dibadapi permasalahan  stmtegis prayek yang dihadapi
|__penanam modal; i
3 melksanakan fasil tasi pe nanaman modal kepada  |laporan peliksanasn fasditasi p n dal 0122 | Ahl Madya
penanam madal dan pe nyelesatan pe rmasalahan lkepada  penanam  maodal  dan  penyelesalan
strategis proyek yang dibadapi penanam modal; permasalaban  staalegis  pragek  yang  dibadapi
i&.’llﬂ! md;.l:
4 mengevaluasi kegiatan fasilitaxi penanaman modal  [laporan  evaluasi  kegiatan fasilitasi  penanaman 0100 | Ahl Utama
kepada penanam madal dan penyelesaian Imodal kemada penanam modal dan penyelesalan
permasalahan strategis proyek vang dibadapi oleh  [permasalaban strategis provek vang dihadapi oleh)
penanam modal; penanam modal;
B Famsilitasi pesanaman modal kepada K/L/D dan
man k
1 mengidentifikasl kebutihan dalam pelaksanaan dakumen dentifikasi kebutuban dalam pelaksanaan 0,080 |  Ahli Muda
fasilitasi penanaman modal kepada Instans fasilitasi  penanamen  modal  kepada  Instans
Pemerintah dan pemanghu kepentingan lainnya; Pemerintah dan pemangku ke pentingan lainnya;
2 mengolah data dan informasi vang dgunakan untuk |[dokumen pengalaban data dan  informasl yang 0193 | Ahli Madya
metdukung fasilitasl p modal kepod digunakan untuk mendukung fsilitasi penanaman
| i Pemerintahdan p wku kepe ntingan maodal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku
| lainpya; Ikepe ntingan lajnmva;
3 melakukan fasilitasi penanaman modal kepada Dokumen laparan f[asilitasi penanaman modal 0113 [ Abli Madya
Instansi Pemernintah dan pemmngku kepe niting kepada  Instansi  Pemenntah  dan  pemangky
lair v} Kepe ntingan lainnye;
4 mengevaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal  |laporan  evaluasi  kegiatan  fasilitasi  penanaman 00060 | Ahli Utama
kepada Instan sl Peme rintah dan pemangku modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangky)
kepen tngan luin nya; ntingan lal $
5 mengidentifikasi kesesusion kelentuan persyaratan [laporan  identifikasi ke a ke 0,450 | Ahli Mixla
penanaman modal; persyaratan penanaman madal;
6 menyusun sum!t teguran kesatu sampai dengan surat teguran kesatu sampai dengan Jketign atas 0,450 | Ahli Muda

ketiga atas temmuan ketidakse sualan kete ntuan

pomor induk berusabs;

temuan  ketidaksesuaian ketentuan namar mdukI
berusala;
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menyampaikan lipomn Keglatan penanaman modal;

dokumen itve ntarisasi data pelaku usaba yang waji
|menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;

T wanalisis hasil ke tidakse dokumen analisis hasil temuan  ketidoksesuaian 1,100 | Ahli Utama
keten tuan nomor Induk berusaha; kete ntuan nomar induk benasaha;
a sumt re dasi penge nanan sanks| dokumen e ko me nelasi penge naan sanks) ©,125 | Ahli Pertama
admlnhu'm! basil temusn Ke tidaks esusian namar -dminmmlt hasil 1 ketilad ian namaor
duk berusaha; induk
9 mengidentifikasi kesesuaian ketentuan pemenuhan |lapomn Idumﬁknl L alan ) an|  O125 | Ahli Pertama
persyamtan perisinan borisala; pemenulan persvaratan perizinan be rusabs;
10 menyusun surmt leguran kesatu sampid dengan surat leguran kesata -amyal dengan Ketign atas 0,550 | Ahli Muda
lwﬂp atas temuan Mdaknmhnmmmn temuan  ketidal pemenuban
11 mu'nnhn hull wmunn lwndlbcmhn dokumcn lmlu hull tetmm ketidaksesuman 0,720 | Ahl Utama
ketentuan pemwnuban persyaratan perizinan ketentian  pemenuban  persyaratan  perizinan
berusaha; berusaha
12 menyusun surat rekamendasi pengenaan sanksi dokumen e ko me ndami pengenaan  sanksi) 0,125 [ Ahli Pertama
admin istratif hasil temuan ke tidaksesuatan admingstratif  hasil  temuan  ketidaksesualan
ketentuan pemenuban persyaratan perizinan ketentuan  pemenuban  persyaralan  perizinan
berusaha; berusals;
€ Peningkatan kepuasan layanan
I mengkaji kebutuban peningkatan lnyanan di bidang |dokumen kajian kebutuhan peningkatan layanan di 0,030 |  Ahli Utama
penanaman modal; bidang penanaman modal;
2 mengevalussd besil stn Ko ndsaui pend ngha tan Dokumen laparan  evaluast  hasll  sinkmonisas) 0,030 | Ahli Utama
kepuasan layanan pepanaman modal dengan peningkatan kepussan layanan penanaman modal
| Instansi Pemeriptah; |dengan Instansi Pemerintal;
3 mengsvaluasi has il surve hcpu-nn penanam maodal [dokumen evaluasi hasil survel kepuasan penanam| 0,000 | Ahl Utama
dan pe mangky kepen tingan maodal dan pemangku ke pentingan
a mmwm usulan mknmdni peningkatan dokumen usulan rekomendasi peningkatan layanan, 0,030 Ahll Muxda
a
D r-mu penyelesaian permasslaban penanaman
modal
1 mnwmnun-ul ketentuan teknis pengendalian  [dokumen lmv.'nur-ul ketentuan u-kma 0,015 | Ahli Pertama
olaksa tsaan p 0
0,023 | Ahl Madyw
0023 |  Abl Madya
4 memyusun risalah penyelesaian permasalaban dokumen naaluh pmyclenhn permasalalyan 0,030 | Ahli Muxda
penanaman modal; penanaman modal;
5 melakukan asistensi dan pembimbingan para pibak |laporan asistensi dan pembimbingan para pibakl 0,023 | Ahl Madya
untuk mencapal kesepakatan penyelesalan masalah Juntuk mencapal kesepakatan penvelesalan masalah
petanaman modal; |penanaman modal;
6 mcmmu-knn skema penyelosaian permasalaban di  |dakumen IVESTT skema penyele saian 0,080 | Ahli Utama
= P modal kepada para pilak; permasalaban di bidang penanaman modal ke puda
m pihak:
T mengevaluasi basil pahhan-n h-ﬂnni lapaoman  evalsasi hasll  pelaksanaan  fasilitasi| 0060 | Ahl Utama
penyele saian per l di bidang p n  [penyelession permasalabin di bidang pe
|___modal; modal;
"E Pemberitahuan Kewajiban Penyampalan LKPM
kepada pelaku usaba
I menginventarisasi data pelaku usaha yaryg wajib 0,017 | Ahli Pertama
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2 menyusun kansep sumt pemberitabuan kewajiban  |konsep sumt pemberitabuan Kewajiban 0017 | Alli Pentama
penyam palan laporan kegiatan penanaman modal  [Penyampalan lapoan keglatan penanaman modal
da Jeu e b kepada pelaku vsaba;
F Pengawalan Percepatan Realisasl Proyek
+
1 menyusun notulensi kegintan pengawalan dokumen rotulensi keglatan pengawalan pereepatan| Q015 [ Ahli Pertama
percepatan realisasi provek te rkendala; realisasi provek terhe nelala;
2 menginventarisasi data proyek prioritas, proyek dokumen inventarisasi data proyek prioritas, provek] 0017 [ Ahli Pertama
bermasalah, padat modal, padat karya, tingkat bermasalah, padat modal, padat karva, tingka]
kompanen dalam egerl, dan kete ntuan teknis kampanen dalam  negen, dan  ketentuan  teknis
t = i to rhait pe oo s s by
3 mengidentifikasi permasalaban dan penyasunan laporan identifikasi permasalahan dan penyusunan 0,017 | Ahli Pentama
profil pelaku usalba vang dilmwal; profil pelaku usaha vang dikawal;
4 melakukan penelaahan per: lahan pelaku usaha |lap pene laahan yenm-l.hln pelaku usabal 0071 Ahli Mixda
5 melakukan inspeksi ke Jokasi pmye% penanaman dokumen lapamn lnlpekd ke lokasi pravek] 0023 | Ahl Madya
modal yang dikawal; |penanaman modal vang dikewal;
[ pmmmtlnm skema perye lesaian permasalaban di do} ! e ) penyelesaian 0030 | Ahl Utama
bidang penanaman modal tatian ' dif bidmng p ok St ek
mempertimbanglan keten tuan yang berlaay mempe rimbangkan ketentuan yang berlaku;
2 Porganwasan dan evalissi | A Evaluasi Pelaksanann Penanaman Modal
pelaksanaan penanaman | | mengidentifikas faktor yang menghambat dakumen dentifikasi faktor yang menghambatf 0,103 [ Ahll Pertama
medal 1 i |pelaksanaan pepanaman modal;
2 menginventarisasi faktar vang mengham bat dokumen (nventarisasi fakior vang menghambatl 0073 |  Ahli Muxia
laksanaan naman mads akosa saan anaman modal;
3 menganalists aktor yang menghambat pelaksansan |dokumen  analisis  faktor  yvang  menghambat 0,198 |  Ahli Madya
penanaman modal; pelaksanaan penanaman modal;
4 merumuskan skema penanganan faktor pengbambat [dokumen  munmusan  skema  peremganan  Bktor| 0151 [ Ahli Utama
pelaksanaan penanaman madal; penghambat pelaksanaan penanaman modal;
B Penylapan Data Minat, Rencana dan Realisasi
Penanaman Modal
1 menginven tarisasi dan real I n [dokumen iwventansasi rencana  dan  realisasi| 0,063 | Ahll Pertama
modal; penananan madal |
2 melakukan verifikasi, evaluast dan kompilasi data  |dokumen venfikasi, evahmsi dan kompilasi data)] 0,074 |  Ahli Muda
e 1ol n modal; polensl penasaman modal;
3 melakukan klasifikasi dan finalisasi dats rencans dokumen laparan klasifikasi dan finalisasi dats 0132 | Ahl Madya
dan realisasi anaman modal; rencana dan realisasi penanaman modal;
C Penyusunan Rencana dan Realisasi Penanaman
Modal
1 melakukan lnven tarisasi data potensi yealisasi dokumen inventarisasi dats  potensi, realisasi 0,130 | Ahli Muda
puu:mun modal, chmdcbm-emmnl. disi :.-" modal dann dsknmentmd Itnud.m
2 mcrutmukm perlclmm bulrm lrnennl dan dohmn nmmn perldrun benrm mnan. dan’ 0,260 | Ahl Utama
realisasi penanaman modal; dan realisasi penanaman modal; dan
D Verifikasl Lapomn Keglatan Pesanaman Modal
| (LKPM)
1 lakud paian informasi ketentuan teknis |lapomn  penyampaian informasi ketentuan  telonis 0010 Ahli Mixia
keewa Ji bany pmympnm laporan kegatan kew ) iban penyampaian laparan kegiatan
penannmun modal pada peliku usaba e lhy penanaman modal pada pelaku usaba  melalu
| berbagal media ko ikasi, berbagai media komuinikasi,
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2 melakukan verifikasi dan/atau validasi data laporan [dokumen verifikosi dan/atau validasi data laparan 0,006 | Ahli Madya
keglatan penanaman madal untuk pemetujuan atau |Kegiatan penanaman modal untuk persetujuan atan
pengem bulinn |ug kegiatan pen modal;  |pengembalian laporan kegiatan penanaman modal;
3 mengevaluasi hasil pendataan laporan kegi 1 sl hasil pendataan laporan keglatan 0,002 | Abl Utama
penanaman modal yang telah disetijul secam pemmrmm madal yang telah disetyjul  secam)
kolekulf. kolektif.
4 melakukan kompilasi dan penyajian data laporan dokumen kampilasi dan penyajian data laporan 0010 Ahll Muxda
atan naman modal telah diset kegiatan penanaman modal vang telah disetujui;
E Penyiapan baban press release data realisasi
penanaman modal
| m data realisasi penanaman modal, llaparan analisis data realisasi penanaman modal; 0015 | Ahll Pertama
2 melakukan penyusunan narasi dan/atay presentasi |[dokumen namasi dan/atay  presentasi  pimpinan Q000 | Ahli Madya
pimpinan instans! di bidang penanaman modal; instansl i bidang penanaman madal;
3 melakukan penyusunan kansep sumt penyampaian |dokumen ponyusunan Konsep sural penyam paian 0,012 Ahli Muda
infarmasi capaian realisasi pesanaman modal per  |informasi capalan realisasi penanaman modal per
trmulan kepada Presiden atan Wakil Presidenatau  [triwulan kepada Presklen atau Wakil Presiden atau
kepals daerah atau pimplsan insstansi kepala daerals atan pimpisan instansi;
4 menyiapkan pelaksanaan press release capaian lapamn pelaksanman press release capaian realisami| 0,045 | Ahl Madyw
H ipenanaman modal per triwulan;
5 melakukan kompilaai bahan press refoase data dokumen kompilast bahan press release  data) 0,036 |  Ahli Mula
realisasl persnaman modal, realisasi pesanaman adal;
F Pemantauan laporan Kantor Perwaldlan
Perusahaan Asing (KPPA), Kantor Perwaldlan
Perusahasn Perdagangan Asing (KP3A), Badan
Usaha Jasa Konstruksl Asing (BUJKA), dan
laporan Realisasi Impor
| menyampaikan infarmasi ketentuan teknis laparan penyampatan infornasi ketentuan teknisl 0,007 [ Akl Muda
kewajiban penyampaian kantar perwakilan oew ) ibany penyampaian  kantor  perwakilan
perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan  |[perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan
perdagangan asing, bodan usaba jasa konstrakal perdagangan  osing badan usaba jasa  konstruksi
uh‘ dan Iapamn realisaxi tmpor padn pehku nin;. dan hpcnn realisasi unpur padl pelakuy)
2 mehkukanvenﬂlnll dan/ atlu \'alldul dau kantwor dokumen wrllkm danf luu \\lhdm data kantar 0,007 | Ahli Moda
perwakilan perusabaan asing, kantor perwakilan perwakilan perusabsan asing, kantor perwakilan
perusahaan perdagangan asing, badan usaba jasa  [perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa
kanstruksi asing dan lapamn realisasi impar dan konstruks! asing dan laporan realisasi impor dan
laparan lainnya untuk persetujoan atay laporan  lainnva  untuk  persetijuan  atay
pengembalion kantor perwakilan perusahaan asing, [pengembalian kantor perwakilan perusabaan asing,
kantar perwakilan perusahaan perdagangan asing, |kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing,
boadan usaba jasa konstruksl asing dan laporan badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan
realisasi impar; realisasi mpor;
3 melnkukan kotopdles | dan wqynlhndnu ke rar data kompilasl dan penyajiun data kantor perwakilan| Q015 [ Ahli Pertama
perwakilan perusahaan perdagangan asing, kantor  [perusahaan perdagangan asing, bodan usaha jasa
perwakilan pe haan pernd ganasing, badan  [kanstruksi asing, dan laparan realisast impor vang
usahy josa kanstruks) asing, dan Iqun realisusl  [telah disetigui;
impar vang telah disetujui;
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BUTIR KEOIATAN

G Konsolidasi data realisasi penanaman modal
dengan instansi terkait

ketiga atay pertama dan terakhir; |pertama dan te mkhir,

I menginven tarisus) data realisas) penanaman modal [dokumen inventarisast data  ralisasl  penanaman 0,015 | Ahli Pertama
dandaftar permasalahan yang dilvadapi pelaku Imodal dan  daftar permasalaban yang dibadapi
usaha di lokasi provek; pelaku usaha di okasi provek;
2 menyusun bahan konsalidasi data realisasi dokumen penyusunan bahan konsolidasi data] Q013 | Ahli Muda
penanaman modal per daera realisasi  penapaman  modal  per  daerah
rovins ten, L {provinsi /kabupaten/kota) ;
3 menyiapkan pelaksanaan konsolidasi data realisasi  [dokumen persiapan pelal n lidasi data| 0027 | Ahl Madya
|__penanaman modal; realisasi penanaman modal;
4 menyusun notula pelaksanaan kegatan konsolidasl |[dokumen notula pelaksanaan kegatan kansolidasi 0,015 | Ahli Pertama
data realisasi ponsnaman modal dengan instansi data realis P madal d i |
terkait; te rkait;
5 melakukan reviu dan evahaasi pelaksanaan kegiatan |[dokumen reviu dan evaluasi pelalsanaan kegiatan 0,023 | Ahl Madys
konsolidasi data real masi penanaman modal dengan ) Iidasi data realisasi penanaman modal dengan
instansi terkait; instansi terKait:
M Pengawasan Ketentuan Pelaksanaan penanaman
Modal
I menginventarisasi data pelaku usaba yang akan dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang akan 0015 | Alli Pentama
dilakukan pengiwasan pelaksanaan pe nanaman dilakukan pengawasan peloksanaan penanaman
modal; |modal;
2 melakukan penclaahan pemenuban kewajiban dokumen penclanhan p ban kewajiban pelak 0,008 [ Ahli Muda
pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan usaha  yang akan dilakukan  penga
ks v narman mods Jaksa anaman modal;
3 melakukan inspeksi ke bokasi provek dalam mogka  |laporan inspeksi be bokssi proyek dalam rangka| Q018 [ Ahli Muxda
pengawasan perisinan berusaha berbasis risiko; pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
4 melakukan reviu dan evahmas! hasil pengawasan dokumen reviu dan evaluasi hasil  pengawasan 0,121 | Ahli Madya
pelaksanaan penasaman modal di lapangan |pelakssnaan penanaman modal di lapangan;
1_Pengawasan Fasilitas Penanaman Modal
| menginventarisasi data pelaku usaha yang akan dokumen inventarsasi data pelaku usaha yang akan| 0,015 | Ahli Pertama
dilakukan pengawasan perizinan bensaha berbasis [dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis
tisike; risiko;
2 melakukan peelaaban pemenulun kewajiban dokumen penelashan p ban kewajiban pela G013 | Ahli Muda
pelaku usaba yang akan dilakukan pengawasan usaha yang akan dilakukan pengawasan fasilitas;
3 melakukan inspeksi ke okasi proyek pengawasan  |dokumen  inspeksi ke Jokasi provek  pengawasan 0,023 | Ahl Madya
fasilites peranaman modal, s il taas man modal,
4 melakukan reviu dan evalossd basll penga 1 dokumen reviu dan evaluasl haxd]  pengiwssan 0,023 | Ahli Madya
fanilitas di lapangan; fasilitas di la }
J Pe ann Sanksi Po
1 menginventarisasi dan mengldentifikasl daftar dokumen mventarisast dan identifikasi daftar pelaku 0,015 | Ahli Pertama
polaku usaha yang tidak e menuhi kewajiban serta [ussha yang tidak memenmibi kewajiban serta pelaku
pelaku usaha yang t=lah dikenakan peringatan; usaha yang telah dikenakan peringatan;
2 menyusun kansep sumt peringatan kesatu, kedua, |konsep surat peringatan kesatu, kedun Ketiga atau] 0013 | Ahli Muda
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BUTIR KEOIATAN

perizinan berusaha vang diajukan dan Instansi

Pemerintah;

berusaha yangdiajukan dan Instansi Pemerintahy;

3 menganalisis atas temmuan dari Instansi Pemerintah  [dob n lisis atas dari Instansi 0,023 | Ahli Madya
terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan |Pemermntah terhadap pelaku usaha yang dkluga)
penyimn pangan ot ketidakse susian dengan pepyimpangan  atan Ketidakeesusian  dengan
keten tuan peraturan perundang undangan; ketentuan peraturan perundang -undangan;
K Penghentian sementara keglatan usaba atas dasar
peringatan ketiga
1 menginventarisasi dan mengidentifikasi daltar dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku Q015 | Ahli Pertama
pelaku usaha yang telah diberikan peringatan usaha yang telah diberikan peringatan ketiga;
2 menyusun kansep sumt penghentian sementam kansep surm penghen tian sementara kegiatan usaba 0,030 Ahli Muda
Lan usala atas dasar peringatan ketiga; atas dasar atan Ketiga;
3 melakukan inspeksi atas pemenuban kewajiban oleh [dokumen inspekai atas kewajiban oleh pelaku vsa bl 0023 | Ahli Madya
pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi yang telah dikenakan sanksi penghentian sementam
penghen tian sementara kegiatan usaha atas dasar  |keglatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
peringaian ketiga:
4 menyusun kansep sutst penghents ent } P sural penghentian semen lara Kegiatan ussbal 0,030 | Ahli Muda
kegiatan usaba atas dasar peringatan pertama dan  [atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
hin
L Penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar
peringatan pert dan terakhir
1 menginventarisasi dan mengldentifikasi daftar dokumen mnventansasi dan identifikasi dafiar pelaku 0,015 | Ahli PFertama
pelaku usaha yang telah diberikan peringatan usaha yang telah diberikan peringatan pertama dan
|___pertama dan terakhir, temkhir,
2 menyusun kansep sumat pencabutan penghentian |k p sumt pencabutan penghentian sementam) 0,030 | Ahli Mixia
sementars Kegistan usaha stas dasar peringatan kegistan usaba atas dasar peringatan pentama dan
ketign; temhir;
k] lakukan inspelos atas p han kewajiban aleh |laparan inspeksi atas hewajiban aleh pelaku usihal 0,187 | Ahli Madys
pelaku usaba yang telah dikenakan sanksi vang telah dikenakan sanksi penghen tiun seme ntars
penghen tian semen tara kegiatan usaha atas dasar  [kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan)
atan dan terakhir teraidhir;
4 memusun kansep sumt pencabutan penghentian  |konsep sumt pencabutan penghention sementara| 0,030 | Ahli Muxla
sementam kegiatan usaha atas dasar peringatan keglatan usaha atas dasar peringatan pertama dan
pertama dan Yerakhir; termidir:
M Pencabutan stau Pembatalan Izin Usaha,
Perizinan Berusaha, atau keglatan usaha
I menginventarisas! dan mengldentifikasi daftar dakumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku 0015 | Alli Pertama
polaku usaba yang telah diberikan penghen tian usaha yang telah dibetikan penghentian semontarn)
sementam kegiatan usaha atau putusen pengadilan, [kegiatan usaba atau putusan pengadilan, atau
atan usulan keme nterian/ embaga/dae mh dalam usulan kemenenan/lembaga /daerah dalam rangka)
rangka pencabutan porizgnan boroasala; pencabutan perizinan berusaba;
2 menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar dokumen inventansssi dan identilikasi daftar pelaku 0015 | Ahli Pertama
pelaku usaha dalam mngka pembatalan perizinan |usaha  dalam  mngka pembatalan  perizinan
3 melakukan reviu dan menyusun konsep surmt dokumen reviu dan kunsep surat Pencabutan atay 0,030 | Ahli Muda
penicabutan atau pembatalan periginan berusabn;  |[Pembatalan perizinan benisaha;
4 melakukan inspeksi atas usulan pencabutan dokumen inspeksi atas usulan pencabutan perizinan 0,045 | Ahl Madya
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BUTIR KEOIATAN

N Deonda Administratif

| menginventarisasi dan mmdmﬁun daftar

administratif;, dan

2 menganalisis penge noan denda sesuai ke tentuan

penasaman modal;

3 menpusun keran gk acuan kerja di bidang
penanaman modal; dan

4 mer kan pendapat 1 si Pemerintah

dalam forum tingkat nasional,

§ merumuskan pendapat Instansi Peme nntah
mengenal penanaman modal yang disam paikan

dalam forum tingkat internasional |

penanaman modal yang disampuikan dalam {orum|
tingkat {nternasional |

dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku) 0,015 | Ahli Pentama
pelaku usabs dalam mogka penge nnan denda ustha dadom mngka pergenaan dends administratif,
ldan
dokumen analisis pengenaan  denda sesual 0,045 [ Abl Madya
peratumn perundang-undangan dalam pergpusunan (ketentuan  peratumn  perundang-undangan  dalam
konsep surat penge naan denda administranif, penyusunan  konsep  sumt  pengenaan  denda
administratif;
| menyiapkan materi kerangka acuan kerja di bidang [dokumen kemngka acuan kerja  di blmrgl 0,196 | Ahli Pentama
|__penanaman modal; i
2 menganalists maten kerangka acuan kena dibidang |dokumen analisis maten domngka acuan kena di| 0,113 [ Ahli Muda
bidang penanaman modal;
dokumen Kerangks acuan  kerja  di  bidang 0,142 Ahli Mixla
anaman modal; dan
laparan pendapol Instansi Pemerintah mengena| 0218 | Ahli Madya
mengena penanaman modal yang disam palkan penanaman modal yang disampalkan dalam farum)
tingkat nasional;
laparan pendapat Instansi Pemenntah mengenall 0212 | Ahl Madya

MENTER] PENDAYAG UNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS BIROKRASI REPUBLK INDONESIA,

™D

ABDULIAH AZWAR ANAS



LAMPIRAN 1l

PERATURAN MENTERI PEN DAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMAS] BIROKRASI RE PUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

KEGIATAN FENGEMBANGAN PROFEST DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

ANGKA | 78
SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL | e | AN

-70-

. |Permlehan fazah /gelar perdidikan Mempermleh Jasah sesunl dengan biklang tugas Jabatan ljazah /Gelar 25% AK
formal sesuai dengan bidang tugos Fungsionul Penata Kelola Penanaman Modal kenaikan Jenjang
Jabatan Fungsianal Penata Kella pangkat
Penanaman Modal
. |[Pembuatan Karya Tulis / Karya llmiah | 1 [Membuat karya tulis/karya imiah hasil
di bidang Jabatan Fungsinal Penata penelttian/pengkajian/ sunei/evaliasi di bidang tata
Kelbola Penanaman Maodal kelola penanaman modal yang dipublikasikan:
a |dalam buku/majalah imiah inte masional yang Jurnal /Buku 20 Semua
T terinde ks Jenjang |
. |dalam buku/majalab lmiah nassonal terak reditasi Jumal/Buku 125 Semua
Jenjang
¢ |dalam buku/majalab imiah yang diakul arganisasi Jumal/Buku/ L] Semua
prafesi dan Instansi Pembina Naskah Jenjang
2 |Membuat karya tulis/karya (Imiah hasil
penelitian/ pengkajlan/ sunvel/evaluasi di brlang Tata
Kelala penanaman modal dan yang tidak d ipublikasikan:
a. |dalam bentuk buku Buku 8 resmnes
Semua
b. |[dalam bentuk majalah iimuah Naskah 4 Jenla
3. [Membust karva tulis/karye fmiah benapa tinjmuan st
ulasan imiah hasil gagasan sendirl di bidang tata kekla
Penanaman Madal vang dipublikasikan:
a. |dalam bentuk buku yang diterbitkan dan dedarkan Buku 8 Semua
secara nasonal Jenjang
b. |dalam majalab iImiah yang dlakuil organmas prafes Naskah Bl Semua
Jenjang
4. [Membuat karya tulis/kKarya ilmish berupa tinjauan atay
lasan iimish hasil gagasan sendiri di bidang tata kekla
penanaman modal vang tidak dipublikasfkan:
Semua
a. |dalam bentuk buku Buku T eda
b. [datam bentuk makaiah Naskah 15 Beptia
Jenjang
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5. [Menyampaikan prasamn benipa tinjauan, gagasan dan Naskah 2,5 Semua
o ulasan iiminh dalam pertemuan ilmial Jerjang
6. [Membuat artikel di bidang tata kelola penanaman modal Artikel 2 Semua
vang d ipublikasikan Jenjang
. |Penetjemahian/ Penvaduran Bukudan | | [ Menetdemahian /menvadur buku atau karve ilmiak di
Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatun bilang tata kekla pepanaman modal yang
Fungsional Penata Kelala Penanaman | dipublikasikan:
Modal a, |dalam bentuk buku yvang diterbitkan dan diedarkan Buku 7 Semua
|___ls=cam nusianal Jenjang |
. |dalam majalah ilmish yang d iakui organisasi profesi Naskah 35 Semua
dan Instansi Pembing Jenjang
2. [Menerjemabkan / menyadur buku atau karya dmiah di
bidang Jabatan Fungsiinal Pepata Kelola Penanaman
Madal yang tidak dipublikasikan
a. |dajam bentuk buku Buku 3 .
Jenjang
Semua
b, |dalam bentuk makalah Naskah 1,5 Jetis
- |Penyusunan Standar /Petaman/ 1. [Membuat buku standar/ pedoman / petusjuk Buku 3 Semua
Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Jenjang
Teknis di bidang Jabatan Fungsional Fungsional Penata Kelola Penanaman Madal
Penata Kelola Penanaman Modal
Pengembangan Kompetensi di bidang |Mengikuti kegiatan pengembangan kampetensi:
'::':::;",:3" TR 1. [pelathan fangsianal Sertifikat/laporan 05 Semua
Jenjang |
2 [seminar flokakarya kan e re nai/ s imposium /studi Sertifikat/ lporan 3 Semun
Banding -lapangan Jenjang
3. |pelatihan teknis /magang di bidang tugas tata kelola
penanaman modal dan memperaleh sertifikat:
a. |lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat/laporan 15 Semua
Jenjang
b, |[lamanya antam 641 - 960 jam Sertifikat/ laporan 9 Semua
Jenjang
¢, [lamanya antam 481 - 640 jam Sertifikat/laporan L] Semua
Jenjang |
d. |[lamanya antars 161 - 480 jum Sertifikat/laporan 3 Semua
Jenjang
e, [lamanya antam 81 - 160 jam Sertifikat/laporan 2 Semua
Jenjang
f, |lamanya antara 30 - 80 jam Sertifikat/laporan 1 Semua
Jeplang
& |lamanya kurang dari 30 jum Sertifikar/ laporan 0,5 Semua

Jenjang
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4. |Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas tata
kelala penanaman modal dan mempemleh Sertifikat
a. |lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat/laporan 7.5 Semua
Jenjang
b. [lamanya antam 641 - 960 jam Sertifikat/laporan 4.5 Semua
Jenjang |
¢ [lamanya antam 481 - 640 jam Sertifikat/aporan 3 Semua
Jenjang
d, {lamanyaantamm 161 - 450 jam Semua
Sertifikat/laporan 1,5 Yoda
e |lamanya antam 21 - 160 jam Semua
Sertifikat/laporan | Jeida
{. [lamanya antara 30 - 80 jm Semua
Sertifikat/laporan 0.5 Jenjang |
& |lamanya kurang dari 30 jam Semua
Sertifikat/laporan 025 Joada
5. | Maintain performunce (pomelibaraan Kineria dan target Semua
ineria) Sertifikat/laporan 05 Jera
. |Kegiatan lain yang mendukung Melaksanakan kegutan lain yang menduk ung pengembangan Lapomn 0,5 Semua
pengembangan profesi vang ditetapkan |profesi vang ditetapkan okeh Instansi Pembina di bidang Jenjang
oleh Inntansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Kelala Penanaman Modal
Jabatan Fungsional Penata Kelbola
Penanaman Modal
1L [Perunjang Pengajar/Pelatih /Pembimbing di Mengajar, melatih atau membimbing di bidang tata kelol Sentifikat/ Laparan 04 Semua
Tugas bidang Penata Kella Penanaman penanaman modal Jenjang
Madal
- |Keanggotaan dadam Tim Penilai/Tim  |[Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kampetensi Lapatan 004 Semua
Uji Kompetensi Jenjang |
. |Pemlehan Penghargaan I |Memperaleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana
Karva Satya:
a |30 ftiga pulah) whun kebib Plagam 3 Semua
Jenjang
b. (20 [ua puluh) tahun Plagam 2 Semua
Jenjang
¢ |10 {sepuluh) tabun Piagam 1 Semua
Jenjang
2. |Penghargaan atas prestasi kerjanya
a |Tingkat Internasional Sertifikat / Plagam 5% AK Semua
kenpaikan Jenjang
pangkat
b. [Tingkat Nasional Sertifikat / Piagam 25% AK Semua
kepaikan Jenjang
pangkat
e |Tingkat lokal Sertifika /Plagam 15% AK Semua
ketmikan Jenjang
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D, |Peroleban fjazah /gelar kesaranaan 1. [Memperaleh ijazah /gelar yang tid ak sesuai bidang
lamnya Tagasnys:
a, |Daktor 1jnzads / Ge lar 15 Semua
Jenjang
b. |Magister ljazah /Gelar 10 Semua
Jenjang |
¢ |Sarjana/Diphma Empat jazah [ Gelar 5 Semua
Jenjang |
E [Pelaksanaan tugas kin yang Melakukan kegintan yang mendukung pelaksanaan tugas Lapamn 004 Semua
mendukung pelaksasaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Pesanaman Modal Jenjang
Jabatan Fungsional Penata Kekla
Penanaman Modal

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRAS| RE PUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS
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LAMPIRAN (1

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

AHLI PERTAMA AHLI MUDA AHLI MADYA AHL UTAMA

Mia | Wyb | Wije [ Wyd | tja | Wb | Nje | 1v/a | IVje

Melaksanakan tata kelola penanaman modal

50 50 100 100 150 150 150 200 200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS
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JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

Melaksanakan tata kelola penanaman modal

AHLT
PERTAMA|  AHLIMUDA AHLI MADYA AHLI UTAMA
1ii/b ii/c i/d Wja | 1v/b Vjc | NVjd | Ve
50 100 100 150 150 150 200 200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS




LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

-76-

AHLI MUDA AHLL MADY A AHLI UTAMA
1l /e m/d V/a IV/b Ve 1l je myd
Melaksanakan tata kelola penanaman modal 100 100 150 150 150 100 100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ABDULLAH AZWAR ANAS
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LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN /INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

No| GOLONGAN | wiAzaH/sTTB YANG m@nmix mi im'm"wim.:m BREIEY ONN L AN
RUANG SETINGKAT SELANJUTNYA < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/ LEBIH
1 1/a Sarjana/Diploma Empat 50 3 18 28 38 47
2 /b Sarjana/Diploma Empal 50 3 18 28 38 47
Magister 50 R 19 29 39 45
Sarjana/Diploma Empat 100 5 35 55 75 95
3 /e Magister 100 6 36 56 76 a6
Doktor 100 7 37 57 77 a7
Sarjana/Diplma Empat 100 5 a5 55 75 a5
+ 1/d Magister 100 6 36 56 76 96
Doktor 100 7 57 57 77 a7
Sarjana/Diplms Empat 150 B 53 83 113 143
5 Vja Magister 150 9 54 84 114 144
Dolktor 150 11 56 56 116 146
Sarjana/Diploma Empat 150 8 53 83 113 143
6 IV/b Magister 150 9 54 84 114 144
Doktor 150 11 56 56 116 146
Sarjana/Diploma Empat - 150 150 150 150 150
7 /e Magister - 150 150 150 150 150
Doktor 150 150 150 150 150
Sarjana/Diploma Empat
8 1v/d Magister
Doktor
Sarjana/Diploms Empat
9 V/e Magister
Doktor

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS! BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

™D

ABDULLAH AZWAR ANAS




